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         INTISARI 
Ade Rezkiawan Embas, Nomor Pokok E 12113301, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, 
Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
Menyusun Skripsi dengan judul “ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN 
DESA ADAT AMMATOA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI 
KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA” Dibawah Bimbingan 
Dr.Jayadi Nas, M.Si  Sebagai Pembimbing I dan Rahmatullah, S.IP, 
M,Si Sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan 
sistem pemerintahan desa adat Ammatoa dalam pelestarian lingkungan 
hidup dengan melihat bagaimana penyelenggaraan Sistem   
Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkungan hidup Kajang di 
Kabupaten Bulukumba..Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis 
deskriptif yaitu suatu tiba yang memberikan gambaran social secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai data yang diperoleh dilapangan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Pelaksanaan 
pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa  dengan 
menggunakan Pasang ri Kajang sebagai hukum adat sebagai pedoman 
dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan 
serta lingkungan hidup peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh 
masyarakat adat, dan dengan adanya peraturan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Pengukuhan,  
Pengakuan  Hak,  Dan Perlindungan Hak yang memperkuat perlindungan 
wilayah adat hidup hutan adat. Kedua,. Faktor penghambat dari 
pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa  
yaitu adalah desakan dari pihak luar yang mulai masuk dengan membawa 
modernitas dan perubahan sosial yang mulai menggerus masyarakat adat 
Ammatoa . 
Kata Kunci : Analisis, Pemerintahan, Desa adat, Pelestarian 
Lingkungan Hidup 
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    ABSTRACT 
Ade Rezkiawan Embas NIM E 12113301. Goverment Science, 
Department Of Politic and Goverment, Faculty of Social And Politic, 
University of Hasanuddin. Preparing a thesis with the title Analysis of 
Indigenous Village Governance System Ammatoa In Environmental 
Conservation in Bulukumba Region. under the guidance of Mr 
Dr.Jayadi Nas, M.Si as a Consultant I  and Mr Rahmatullah, S.IP, M,Si 
as a Consultant II. 
This study was conducted with the aim to describe the system of 
Ammatoa traditional village administration in environmental conservation 
by looking at how the implementation of customary governance system in 
conservation of environment of Kajang in Bulukumba Regency .. The 
research type used is descriptive analysis that is a sudden that gives 
social picture systematically, Factual and accurate data obtained in the 
field. Data collection is done by using observation, interview and 
documentation techniques. 
 
 The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of 
environmental conservation of Ammatoa custom area by using Ri Kajang 
as customary law as a guide and regulation still effective in implementing 
forest protection and environment of tidal regulation still very adhered by 
indigenous people, and with regulation District of Bulukumba Number 9 
Year 2015 on Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of 
Rights that strengthen the protection of customary territories. Second, live 
the customary forest. The inhibiting factor of enforcing regulations in 
Ammatoa's environmental protection is the insistence of outsiders who 
begin to come in with modernity and social change that begin to erode the 
indigenous Ammatoa. 
 
Keywords: Analysis, Governance, Customary Villages, 
Environmental Conservation 
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PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu syarat penting dalam pembentukan negara adalah 
adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai 
organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum 
serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. 
Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang 
mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan 
negara. 
Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal 
sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan 
di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu 
seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang 
baik (good governance). Strategi yang tepat dalam mewujudkan good 
governance ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi 
dengan rakyatnya dan salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi 
dengan rakyat adalah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat 
dalam praktek pemerintahan. 
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya 
lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) 
yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Di 
Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya 
atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas 
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etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai 
contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal 
yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan seterusnya. 
Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan 
lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi 
melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, 
folklore), dan manuskrip (Suyono Suyatno: 2014). 
Sebagai instansi yang paling memungkinkan untuk 
mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dari bawah, maka 
pemerintah daerah adalah pihak yang sangat tepat untuk memraktekkan 
kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara umum kearifan 
lokal masyarakat yaitu nilai kejujuran, kegigihan, ketakwaan, 
kebersahajaan, dan nilai gotong royong. 
Jika nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam tata laksana 
pemerintahan maka tidak akan lagi ada kasus korupsi. Jika kegigihan 
dalam melayani masyarakat dipraktekkan maka tidak akan ada lagi 
masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Jika 
ketakwaan selalu diterapkan dalam pemerintahan maka sulit rasanya 
untuk menemui pejabat yang ingkar dari kewajibannya serta tak akan ada 
rakyat yang memurkai pejabatnya, dan jika kebersahajaan dimiliki oleh 
pejabat dan rakyatnya maka keselarasan dalam keseharian akan 
mereduksi perbedaan status sosial dalam masyarakat. Kalau gotong 
royong dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya maka setiap 
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permasalahan sosial akan mudah menemui solusi. Oleh karena 
pemerintah secara hakiki berfungsi membuat dan menerapkan kebijakan-
kebijakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan, serta 
melindungi, seluruh masyarakatnya maka sangatlah bijak mengoptimalkan 
kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. 
Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di 
Indonesia, hanya saja dalam realitasnya sangat jarang mendapati kearifan 
lokal yang diberdayakan dalam keseharian sebagai akibat langsung dari 
era globalisasi dan ditengah langkanya realisasi kearifan lokal dalam 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya,patut 
bersyukur masih ada komunitas masyarakat yang sangat menjunjung 
tinggi kearifan lokal dalam kesehaarian mereka. Komunitas masyarakat 
tersebut adalah masyarakat tradisional atau sering disebut masyarakat 
adat. Keberadaan masyarakat adat sendiri merupakan bukti nyata tentang 
keberagaman yang ada di Negara Indonesia. keberadaan desa adat 
merupakan corak yang berbeda dalam sistem pemerintahan dan 
kenegaraan di Indonesia yang saat ini mulai terkikis karena adanya 
globalisasi yang mulai menggempur keberadaan dan nilai nilai 
kemasyarakatan. Keberadaan desa adat sendiri telah diakui oleh Negara 
Indonesia dan keberadaannya dilindungi oleh Negara Indonesia.  
Keberadaan desa adat telah diakui secara konstitusional yaitu 
dalam UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2. Otonomi Daerah yang dianut 
oleh negara bahkan secara tegas menuangkannya dalam UU No. 23 
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Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Yang terkandung daIam 
Pasal 1 angka 43 tersebut menegaskan Urusan Pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Salah satu desa adat tersebut yaitu Masyarakat desa adat 
Ammatoa  yang berada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 
Selatan yang menerapkan peraturan adat dan masih menggunakan 
peraturan tersebut sebagai dasar falsafah dalam kehidupan sehari-hari. 
Masyarakat adat Ammatoa  secara turun temurun hidup mendiami desa 
Tana Toa, Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah timur dari 
ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekitar 240 KM di selatan kota 
Makassar Sulawesi Selatan. 
Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi 
atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun hanya masyarakat yang 
tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang 
teguh kepada adat Ammatoa .  
Keseriusan masyarakat adat Ammatoa  dalam memelihara 
kelestarian alam dan kehidupan yang sederhana sangatlah kontras 
dengan kehidupan saat ini yang sudah berubah mengikuti perkembangan 
teknologi dan globalisasi yang menyebabkan banyaknya perubahan 
dalam kehidupan masyarakat. Jangankan diperkotaan, di desa di luar 
kawasan adat sekalipun telah banyak kita melihat pengeksploitasian 
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lingkungan secara sembarangan oleh kerakusan manusia. Rusaknya 
ekosistem hidup yang secara langsung merusak sumber daya alam di 
negeri ini dan juga seolah mengundang bencana seperti kekeringan 
dimusim kemarau ataupun banjir dan longsor dimusim penghujan. 
Sebagai contoh nyata adalah adanya pengklaiman sepihak yang 
dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bulukumba 
terhadap hutan kawasan adat. Hal yang sangat miris mengingat 
masyarakat adat Ammatoa  begitu menjaga lingkungan hidup serta hutan 
adat mereka. Selain itu keberadaan negara yang seharusnya menjadi 
payung pelindung bagi keberadaan masyarakat adat yang saat ini mulai 
terkikis keberadaannya oleh perkembangan zaman. Maksudnya ialah 
negara tidak boleh merusak keyakinan masyarakat adat, baik itu secara 
struktural kelembagaan adat, keyakinan, spiritualisme dan hal lain yang 
sifatnya menjadi kekhasan suatu masyarakat adat dan negara seharusnya 
melakukan perlindungan khusus, sebailknya kehadiran masyarakat adat 
ditengah-tengah negara harus tetap berada dalam jalur kesatuan. 
Keberadaan masyarakat adat harus dijadikan aset penting bagi 
pemerintah sebab di era modernisasi seperti sekarang sangatlah jarang 
kita jumpai komunitas-komunitas masyarakat yang dengan bersungguh-
sungguh menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya serta 
memraktekkan pola hidup kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, serta 
kegigihan yang berlandaskan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. 
Akan tetapi, kesakralan nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat, misalkan 
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masyarakat adat Ammatoa  yang menjunjung tinggi pasang ri Kajang 
seakan mengalami pertanda masa degradasi. Ini terlihat secara kasat 
mata terlebih kepada masyarakat diluar wilayah adat yang seakan tidak 
lagi menghargai dan menempatkan kepercayaan masyarakat adat Kajang 
sebagaimana mestinya. 
Keberadaaan hutan sebagai lingkungan hidup bagi masyarakat 
adat saat ini sudah sangat terganggu oleh berbagai aktivitas aktivitas luar 
yang seakan tidak menghargai keberadaan masyarakat adat yang tinggal 
dan bermukim di kawasan adat Ammatoa . Keseriusan masyarakat adat 
Ammatoa  dalam mempertahankn kawasan lingkungan hidup dan nilai-
nilainya yang dijunjung tinggi haruslah dihormati dan dihargai oleh segala 
pihak serta dipatuhi oleh segala pihak mulai dari negara hingga 
pemerintah daerah. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang 
“ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT AMMATOA DALAM 
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KAJANG, 
KABUPATEN BULUKUMBA ” guna mengetahui  pelaksanaan sistem 
pemerintahan yang dijalankan di dalam desa Ammatoa  dalam pelestarian 
lingkungan hidup serta peran pemerintah adat Ammatoa  dalam menjaga 
adat lokal tersebut yang keberadaan lingkungan hidupnya baru saja diakui 
oleh Negara Indonesia pada akhir tahun 2016. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah dikemukakan 
pada latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian daam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan adat dalam 
Pelestarian lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba? 
2. Apa saja yang menjadi factor penghambat dan pendukung dalam 
melestarikan Lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan Sistem   
Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkungan hidup Kajang di 
Kabupaten Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serta 
memahami sistem pemerintahan dalam melestarikan budaya lokal 
kajang di Kabupaten Bulukumba. 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi 
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mahasiswia Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, serta 
menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap Analisis sistem 
pemerintahan desa adat Ammatoa  dalam pelestarian lingkungan hidup. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat 
bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam 
merumuskan kebijakan terhadap perlindungan, pengembangan, dan 
pelestarian masyarakat adat Ammatoa . 
3. Kegunaan Metedologis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi 
peneliti lain yang tertarik pada kajian sistem pemerintahan dan budaya 
lokal. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual-teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini, yaitu: 
2.1 Tinjauan Pemerintah 
Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat dan menerapkan undang-undang diwilayah tertentu. Menurut 
Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan 
besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial, dan 
urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.menuliskan 
istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian 
mendapat imbuhan (pe- dan – an)1. Jika kata perintah mendapat awalan 
pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit 
yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. 
Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran -an maka kata pemerintahan 
berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang  berkuasa  
dan  terlegitimasi  yang  dalam  kata  dasar  perintah terdapat beberapa 
unsur yaitu: 
                                                             
1 Inu Kencana Syafi‘e.Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama : Bandung.2005,Hlm.18 
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1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang 
diperintah (Rakyat). 
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk 
mengatur dan mengurus rakyat.  
3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang 
terlegitimasi. 
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yangmemerintah 
dengan yang diperintah terdapat hubungan timbale balik secara 
vertical maupun horizontal. 
Pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan 
dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Wilson menyebutkan bahwa 
pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu 
berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua 
atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang 
dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan 
mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan 
umum kemasyarakatan2. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli : 
1. Fungsi Primer 
Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-
menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang 
diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten 
                                                             
2Sayre , W.S. dalam Inu Kencana Syafiie, ekologi Pemerintahan, Jakarta: 
PT.Pertja, 1998. 
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oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang 
dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah 
meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua: 
a. Fungsi Pelayanan 
Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak 
akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah 
yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum 
dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. 
b. Fungsi Pengaturan 
Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur 
seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, 
peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.Maksud dari fungsi ini adalah 
agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang 
diinginkan. 
2. Fungsi Sekunder 
Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik 
dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin 
tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, 
tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder 
pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi: 
fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. 
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a. Fungsi Pembangunan 
Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat 
melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi 
masyarakat membaik(menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-
negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih 
gencar daripada dengara maju. 
b. Fungsi Pemberdayaan 
Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill 
dan kemampuan  untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona 
aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan 
sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat 
keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. 
Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan 
yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban 
pemerintah.Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintaha akan 
semakin berkurang dengan pemeberdayaan masyarakat. Sehingga 
hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara. 
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2.2 Tinjauan Tentang Sistem Pemerintahan  
Istilah  sistem  pemerintahan  berasal  dari  gabungan  dua  kata  
“sistem”  dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri 
dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara 
bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, 
sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-
bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik 
akan mempengaruhi keseluruhannya itu3. 
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang 
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya 
dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan 
yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi 
tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem 
pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta hubungan antara 
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan 
negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat4. Dalam ilmu negara umum 
(algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah 
sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun 
republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang 
mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami 
sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga 
                                                             
3. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat 
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171. 
4Ibid., hlm 177 
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negara. 
Pembuat peraturan maupun oleh masyarakat yang harus 
mematuhinya.Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang srategis 
terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan 
masalah-masalah publik atau pemerintah 5 . Dalam kenyataannya, 
kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat 
birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-
masalah publik. 
Kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Banyak sekali masalah-
masalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan dan kehendak 
rakyat yang harus dipenuhinya. Definisi kebijakan publik sehagai 
kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:  
1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada 
tujuan; 
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar 
dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang 
masih dimaksudkan untuk dilakukan; 
                                                             
5 Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). The Public Administration Dictionary. 
John Wiley & Sons,. 
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4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu 
masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan 
keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;  
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang 
positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat 
mengikat dan memaksa 
2.3 Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup 
 Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 
keadaan sumber daya alam seperti  tanah,  air,  energi surya,  mineral, 
serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, 
dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan 
bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di 
Indonesia sering juga disebut  "lingkungan hidup". Misalnya dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.6 
Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, 
yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.7  
 Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala 
                                                             
6  Http://www.artikellingkunganhidup.com di ambil pada tanggal 5 Mei 2017 
    7 N.H.T Siahaan  Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta,  Erlangga , 2004 hlm 4  
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sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki 
hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara 
satu komponen dengan komponen  lainnya. Pengertian lingkungan hidup 
yang lebih mendalam menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di 
dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk hidup lainnya 
yang ada di sekitarnya. 
 Menurut Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup 
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi 
ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan 
Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan 
yurisdiksinya. Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 
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fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.  
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian 
pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan 
hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan 
hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau 
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 8.  Bisa 
diartikan, Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi 
lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan 
lingkungan sosial. Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur 
lingkungan alam, baik hayati maupun on hayati, yang diperlukan manusia 
untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. 
Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah 
klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam 
terbarui dan tak terbarui. 
 
 
 
                                                             
8 Harun M husein, Lingkungan Hidup, Jakarta,  Bumi Aksara, , 2000. hlm.19 
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A. Dasar Hukum Lingkungan Hidup  
 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti 
tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPLH merupakan dasar 
ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta 
sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang 
telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang 
bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian 
(komponen) dari "sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan 
Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai suatu 
sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri 
atas : 
a. Hukum Penataan Lingkungan;  
b. Hukum Perdata Lingkungan;  
c. Hukum Pidana Lingkungan;  
d. Hukum Lingkungan Internasional  
Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan 
Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, 
khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan.  
b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan 
penegakan hukum. 
 Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha 
pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta 
pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut 
dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program 
serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan lainnya. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
1) Tanggung jawab negara;  
a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 
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memberikan mafaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 
masa depan.  
b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat.  
c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup  
2) Kelestarian dan keberlanjutan  
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap 
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi 
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 
memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
3)  Kelestarian dan keseimbangan 
Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai 
aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial, budaya, dan perlindungan 
sert pelestarian ekosistem. 
4)  Keterpaduan 
Perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup dilakukan 
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 
komponen terkait. 
5)  Manfaat 
Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 
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dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup untk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 
6)  Kehati-hatian 
Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau 
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
7)  Keadilan 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, 
baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 
8)  Ekoregion 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 
9)  Keanekaragaman hayati 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, 
keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri 
atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang 
bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan 
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membentuk ekosistem. 
10) Pencemar membayar 
Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib 
menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
11) Partisipatif 
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam 
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
12) Kearifan lokal 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan nalai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat. 
13) Tata kelola pemerintah yang baik 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh 
prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 
14) Otonomi daerah 
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Perlidungan dan pengelolaan ligkungan hidup di Indonesia pada 
23 
 
umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara 
formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian 
besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan 
untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar 
dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan 
mengenai Pengertian, Asas,Tujuan, dan Ruang Lingkup, 
Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, 
Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan 
Larangan,Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, 
Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. 9 
2.4 Tinjauan Tentang Desa Adat  
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca 
yang berarti tanah air, taniah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 
geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or 
shops in a country area, smaller than and town“. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah 
                                                             
9 Lilin Budiati,2012, Good Governance Hal 32 
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tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam 
Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut 
H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” 
menyatakan bahwa:10 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat 
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa 
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat yang ada di desa adat tersebut. Pengertian 
tentang desa menurut undang-undang adalah: 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 
111. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112, 
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
                                                             
10 Simanjuntak, 2016  Tradisi,Agama, Dan Akseptasi modernisasi pada masyarakat pedesaan 
jawa,Hal 54 
11Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2. 
 
12Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa. 
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urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2.5 Tinjauan Tentang Masyarakat Adat 
Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup 
berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, 
yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan 
sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang 
mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. 
Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di 
Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya 
keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar 
masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai 
kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya 
memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang 
diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun 
temurun. 
Dalam konferensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 
1982), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang 
memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah 
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geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, 
budaya dan sosial yang khas. Hazairin dalam Soerjono Soekanto 
(1981:93-94) menjelaskan cukup panjang mengenai masyarakat adat 
sebagai berikut: 
Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di 
Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua 
di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang 
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi 
semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, 
matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya 
terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan 
pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan 
binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya 
sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, 
dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai 
peranan yang besar. Selanjutnya, maka Hazarin menyatakan bahwa 
masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam 
pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah sebagai berikut: 
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang, dengan memandang dang mengingati dasar 
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permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negar, dan hak-hak 
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 
Indonesia sebagai negara yang paling banyak memiliki kepulauan 
dari kecil hingga besar, serta kelebihan dimana negara ini terdiri dari 
berbagai macam keanekaragaman masyarakat adat dan memiliki 
kekhasan tersendiri, sudah selayaknya keberadaan kelompok-kelompok 
masyarakat adat yang bertebaran diseluruh kepulauan Indonesia dan di 
setiap provinsi menjadi hal yang patut dibanggakan. Hal ini terjadi karena 
keberadaan masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa dan dapat 
menjadi sumber masukan tersendiri bagi bangsa Indonesia baik kekayaan 
yang dapat menghasilkan income bagi negara maupun sumber ilmu 
pengetahuan bagi para peneliti dari seluruh benua. Secara jelas disinilah 
letak salah satu manfaat keberadaan masyarakat adat sebagai 
sumbangsih yang dapat diberikan kepada bangsa Indonesia. Berbeda 
dengan beberapa negara Asia ataupun Eropa yang tak jarang hanya 
memiliki satu masyarakat adat dan biasanya masyarakat adat tersebut 
malah sebagai cikal-bakal dari negara tersebut, seperti suku Indian di 
Amerika atau Aborigin di Australia yang justru belakangan ini banyak 
terpinggirkan. 
Masyarakat adat adalah kunci isu perubahan iklim. Sebagai 
penghuni daratan dan lautan, mereka sangat rentan dari dampak 
perubahan iklim. Wilayah mereka sering menjadi sasaran industri skala 
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besar penyebab perubahan iklim. Padahal telah menjadi rahasia umum 
bahwa kearifan lokal mereka membantu menekan laju perubahan iklim 
dan memberikan inspirasi bagi manusia dalam menghadapi krisis iklim. 
2.6 Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Ammatoa  
Masyarakat adat Ammatoa  terletak di Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba, sekitar 230 KM dari Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan. Secara teritorial masyarakat adat Kajang terbagi 
kedalam dua kelompok, yaitu masyarakat Kajang Dalam dan masyarakat 
Kajang Luar. Pusat kegiatan komunitas masyarakat adat Ammatoa  
berada di wilayah Kajang Dalam. Mereka masih menganut paham “tallasa 
kamase-mase‟ seperti yang diajarkan dalam pasang ri Kajang secara utuh 
turuntemurun. Berbeda dengan masyarakat di Kajang Luar yang sudah 
hidup berbaur dengan modernitas seperti masyarakat desa pada 
umumnya. 
Masyarakat adat Kajang Dalam atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan Masyarakat Adat Ammatoa  hidup dalam kearifan budaya dan 
kesederhanaan yang khas jauh dari kesan modernitas. Dalam 
kesehariaannya mereka menggunakan pakaian serba hitam, seperti 
celana atau sarung hitam, baju hitam serta penutup kepala berwarna 
hitam. Menurut pemahaman mereka, warna hitam memiliki nilai filosofis 
yang sangat tinggi. Hitam yang identik dengan gelap akan selalu 
mengingatkan mereka ketika masih berada di dalam rahim ibu serta ketika 
29 
 
berada di liang lahat kelak. Mereka percaya bahwa tidak ada warna hitam 
yang lebih baik dari warna hitam yang lain, ini untuk mengingatakan 
mereka bahwa semua manusia sama dihadapan Turiek a’rakna. 
Masyarakat Ammatoa  memraktekkan sebuah agama adat yang 
disebut dengan Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari tuntungi, kata 
dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia berarti mencari sumber kebenaran. Ajaran Patuntung 
mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran 
tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu 
menghormati Turiek a’rakna (Yang Maha Berkehendak), tanah yang 
diberikan Turiek a’rakna, dan nenek moyang. Kepercayaan dan 
penghormatan terhadap Turiek a’rakna merupakan keyakinan yang paling 
mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya 
bahwa Turiek a’rakna adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha 
Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa. Turiek a’rakna 
menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk 
Pasang (sejenis wahyu) melalui manusia pertama yang mereka yakini 
bernama Tu Manurung yang juga sekaligus menjadi Ammatoa  pertama. 
Secara harfiah, Pasang berarti pesan. Pasang adalah keseluruhan 
pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang 
berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek 
moyang mereka dari generasi ke generasi. Pasang tersebut wajib ditatati, 
dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Ammatoa . Hidup 
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sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang 
berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini 
tercermin dalam pasang sebagai berikut: 
Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, 
‘dakkako nu kamase-mase, a’miako nu kamase-mase 
Artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah 
engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana. 
Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre 
na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. 
Artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan 
secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun 
secukupnya, rumah seadanya. 
Jagai lino lollong bonena, kammayyatompa langika, rupa taua 
siagang boronga. 
Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit,manusia 
dan hutan. 
Bentuk rumah yang seragam. Seragam bahannya, seragam 
besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. 
Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, 
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yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak 
dengan cara merusak hutan. Larangan membangun rumah dengan bahan 
bakunya batu-bata. Menurut pasang, hal ini adalah pantangan, karena 
hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh 
tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun 
penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah 
mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah. Memakai pakaian yang 
berwarna hitam.Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah 
wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam 
kesederhanaan. Menurut pasang, tidak ada warna hitam yang lebih baik 
antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna 
hitam untuk pakaian (baju dan sarung) menandakan adanya kesamaan 
derajat bagi setiap orang di hadapan Turiek a’rakna. 
Selain ajaran tallasa’ kamasa-mase, masyarakat adat Kajang juga 
memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu 
dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana 
setiap bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat 
adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh Ammatoa . 
Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah 
pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, 
memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan.Menjaga kelestarian 
hutan bagi masyarakat Ammatoa  merupakan bagian dari ajaran Pasang ri 
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Kajang karena hutan merupakan bagian dari tanah pemberian Turiek 
a’rakna kepada leluhur Suku Ammatoa . Mereka amat meyakini bahwa di 
dalam hutan terdapat kekuatan supranatural yang dapat menyejahterakan 
sekaligus mendatangkan bencana jika tidak dijaga 
kelestariannya.Kekuatan itu diyakini berasal dari arwah leluhur 
masyarakat Ammatoa  yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar 
tidak rusak oleh keserakahan manusia. Jika ada orang yang berani 
merusak kawasan hutan misalnya menebang pohon dan membunuh 
hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan 
menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita 
oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan 
berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tana Toa Kajang 
2.7 Kerangka Konseptual  
Keberadaan lingkungan hidup bagi masyarakat adat Ammatoa  
merupakan hal yang penting dan wajib dijaga sehingga perlu perhatian 
yang lebih dalam melindunginya karena mulainya muncul berbagai 
permasalahan seiring dengan adanya globalisasi serta banyaknya 
perubahan perubahan yang muncul salah satunya adalah pengakuan, 
pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat Ammatoa  Kajang 
yang diatur pada peraturan daerah kabupaten Bulukumba nomor 9 tahun 
2015. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka kawasan adat Ammatoa  
Kajang memasuki babak baru dalam pelaksanaan perlindungan hak 
masyarakat serta hukum dan perlindungan terhadap hutan adat Ammatoa. 
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Pelaksanaan peraturan adat di wilayah adat ammatoa berlangsung 
dengan adanya pasang yang berfungsi sebagai pengingat dan pedoman 
hidup yang dituruti oleh masyarakat adat.menurut penulis Hubungan 
antara Ammatoa sebagai ketua adat dengan masyarakat terjalin dengan 
harmonis. segala ucapan ammatoa dituruti oleh masyarakat adat 
walaupun ammatoa saat ini bukan lagi pemimpin dalam pemerintahan 
tetapi masih tetap berpengaruh, pelaksanaan pelestarian lingkungan 
hidup di wilayah adat sendiri masih berlangsung dengan baik dan dengan 
adanya sinergi antara pemerintah serta adanya peraturan no 9 Tahun 
2015 yang menjadi penguat dan pengakuan akan keberadaan wilayah 
adat ammatoa serta lingkungan hidupnya.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan sistem 
pemerintahan desa adat ammatoa dalam pelestarian lingkungan hidup. 
Adapun faktor penghambat berupa tantangan yaitu Pengaruh modernisasi 
yang mulai mempengaruhi kaum muda Wilayah adat ammatoa serta 
kondisi sosial masyarakat adat yang rentan terpengaruh dengan berbagai 
pengaruh modernitas dari luar. Sedangkan faktor pendukung adalah 
Adanya pasang yang tetap teguh dijadikan pedoman oleh masyarakat 
adat serta adanya Figur ammatoa yang bertugas sebagai pengingat serta 
pelestari pelaksanaan Pasang dan dengan adanya sanksi yang sangat 
berat dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat ketika akan melakukan 
tindakan kejahatan dalam wilayah adat.  
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Gambar 1 
Kerangka Konseptual – Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data 
dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang didapat dari penelitian 
ini digunakan untuk memecahkan, memahami, serta mengantisipasi 
masalah yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian. 
3.1. Lokasi Penelitian  
Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan di 
Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kawasan Adat Amma Toa Desa 
Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 
3.2. Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung dalam urusan kebudayaan dan pariwisata di lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bulukumba. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang dipilih 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang 
dilakukan. Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini 
adalah 
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- Kepala Kantor Kecamatan Kajang sekaligus menjabat Labbiriya 
dalam kelembagaan adat Amma Toa yang juga secara langsung 
menaungi Desa Tana Toa tempat masyaralat adat Amma Toa 
bermukim 
- Desa Tana Toa sebagai pemerintah desa yang didalamnya 
terdapat Kawasan Adat Amma Toa 
- Pemimpin adat Amma Toa yang juga merupakan pemimpin 
masyarakat adat 
- Pemangku adat sebagai pembantu Amma Toa mengurusi 
hubungan masyarakat Kawasan adat dengan masyarakat umum (di 
luar wilayah adat. 
- Warga Desa Tana Toa yang merupakan masyarakat yang hidup 
diluar Kawasan adat  
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan,  teknik  yang 
digunakan penulis adalah sebagai berikut : 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.  
B. Wawancara, yaitu Wawancara adalah teknik pengumpulan data 
dengan cara interview  langsung dengan informan yang paham 
dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan 
wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan 
dengan masalah penelitian, wawancara antara informan dan 
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peneliti face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan 
yang menjadi inti masalah kepada informan. Selanjutnya informan 
memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman mereka masing-
masing terkait yang ditanyakan. Penelitian ini menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang 
dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak 
menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang 
berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.  
C. Penelitian Kepustakaan (Library research) 
Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan 
 mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada 
berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lain yang 
berhubungan erat dengan masalah yang terkait dengan penelitian 
ini. 
3.4. Defenisi Operasional  
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk 
mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun 
defenisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 
ini, antara lain: 
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1. Sistem pemerintahan adalah Sistem pemerintahan adalah suatu 
tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja 
saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan 
fungsi pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan wilayah adat 
Ammatoa  sehubungan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan 
fungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang berkesinambungan 
dengan pelestarian masyarakat serta lingkungan hidup didalam 
wilayah adat  desa Ammatoa . 
2. Desa adat adalah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa Tanah Toa adalah lingkup pemerintahan yang 
merupakan bagian struktural dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba yang didalamnya bermukim komunitas Kawasan adat 
Ammatoa . 
4. Kawasan Adat Amma Toa adalah kawasan masyarakat tradisional 
yang hidup secara sederhana dan sangat menghormati dan 
menjaga kelestarian alam yang mereka anggap sebagai sumber 
kehidupan mereka, terletak di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 
Kabupaten Bulukumba. Sehari-hari mereka menggunakan pakaian 
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seperti sarung, kemeja, dan penutup kepala berwarna hitam, 
mereka hidup dengan berpedoman pada nilai yang tertuang pada 
Pasang ri Kajang sebuah alkitab yang menuntun pola kehidupan 
mereka. 
5. Nilai-Nilai masyarakat adat adalah segala bentuk pahaman berupa 
norma-norma yang telah disepakati oleh leluhur masyarakat adat 
Amma Toa seperti tertuang dalam kitab‘ Pasang ri Kajang dan 
dilaksanakan secara konsisten turun temurun melalui generasi ke 
generasi masyarakat adat. Secara umum Pasang ri Kajang 
tersebut berisi tentang: 
a. Sistem kepercayaan masyarakat adat Ammatoa  
b. Sistem pemerintahan, 
c. Sistem ritus, dan 
d. Norma Sosial 
3.5. Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil 
penelitian dalam bentuk kata-kata secarara tertulis ataupun lisan dari 
sejumlah data kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, 
serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi 
kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. 
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 BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1 Profil Daerah Penelitian  
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, Hal ini  sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan 
data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.Di sisi lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian. 
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 
Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan 
berpenduduk sebanyak 400.990 jiwa (sensus penduduk tahun 2012). 
Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 
desa (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2013) 
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Gambar 2 
Peta Kabupaten Bulukumba 
4.1.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
Visi 
- Sejahterakan masyarakat Bulukumba dengan membangun desa 
menata kota melalui kemandirian lokal yang bernapaskan 
keagamaan 
Misi 
- Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk 
Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara 
berkesinambungan   serta mampu menyalurkan pendapat dan 
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aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan 
mandiri. 
- Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya 
kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan 
dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan 
perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja.  
- Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan 
sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara 
langsung mapun tidak langsung memberikan kontribusi 
terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi 
Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan 
kawasan sekitar.  
- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, 
transparan, dan akuntabel. 
- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya 
terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan 
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Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat 
antara 5°20‖ sampai 5°40‖ Lintang Selatan dan 119°50‖ sampai 120°28‖ 
Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah: 
 
Sebelah Utara  : Kabupaten Sinjai 
Sebelah Selatan  : Laut Flores 
Sebelah Timur  : Teluk Bone 
Sebelah Barat  : Kabupaten Bantaeng. 
 
Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi 
empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung BawaKaraeng-
Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten 
Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi 
Selatan, terkenal dengan kawasan adat Ammatoa , wisata bahari, serta 
industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi 
bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten 
Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar 
sekitar 153 Km. Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu 
di Kawasan adat Ammatoa , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 
Persisnya terletak di desa Tanah Toa, sekitar 67 KM arah utara Ibu Kota 
Kabupaten Bulukumba. 
Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Toa ini yaitu 972 ha, 
terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 30 
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ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum 
lain 5 ha dan hutan 331,17 ha dengan morfologi perbukitan serta 
bergelombang. Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Toa yaitu 
sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, 
jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Toa 
antara 1500 – 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 % per tahun dengan 
suhu udara rata-rata 13-29 0C. 
Masyarakat Ammatoa  mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah 
Toa. Dua dusun lain berada diluar kawasan Ammatoa  yang 
kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara 
langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan 
masyarakat adat Ammatoa  terletak di Dusun Benteng yang juga didiami 
oleh Ammatoa  sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Ammatoa  juga 
tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Toa, Desa Bonto Baji, 
Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian 
Desa Tambangan. 
Mereka memraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan 
menolak segala sesuatu yang berbau teknologi dan modernitas. Bagi 
mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi 
kehidupan mereka karena bersifat merusak kelestarian sumber daya 
alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah 
yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa . Masyarakat 
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Ammatoa  sangat berpegang teguh pada ajaran Pasang ri Kajang. 
Sebuah pedoman hidup yang berisikan pesan-pesan (pasang) berbentuk 
firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh Tu Riek 
Akra’na (Yang Maha Berkehendak) kepada masyarakat Ammatoa  yang 
kemudian dijadikan kewajiban bagi masyarakat adat untuk diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Ammatoa  dipimpin oleh 
seorang pemangku adat yang disebut Ammatoa . 
Pesan yang termaktub dalam pasang ri Kajang tersebut 
mengajarkan tiap-tiap sendi kehidupan sosial masyarakat adat Ammatoa  
Kajang. Didalam pasang disebutkan bahwa komunitas Ammatoa  akan 
selalu memegang konsep hidup kamase-masea atau hidup sederhana. 
Kesederhanaan ini terlihat dari cara mereka berpakaian, yang seluruhnya 
berwarna hitam sebab menurut kepercayaan mereka hitam akan selalu 
mengingatkan mereka tentang gelapnya di dalam rahim ibu, serta 
gelapnya di dalam kubur kelak. Warna hitam juga bermakna filosofis 
bahwa tak ada hitam yang lebih baik daripada warna hitam yang lain. 
Artinya bahwa semua sama dihadapan Tu Riek Akra’na. Pasang ri Kajang 
juga mengajarkan agar selalu menjaga kelestarian hutan. Ini terlihat jelas 
dari implementasi kehidupan masyarakat adat Ammatoa , mereka tidak 
diperbolehkan menebang hutan secara sembarangan. .Ini dilakukan 
sebab masyarakat adat Ammatoa  sangat percaya bahwa hutan dan 
alamnya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia manusia. Prinsip ini 
terus mereka jaga hingga kini, terbukti dari model rumah-rumah 
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masyarakat adat Ammatoa  yang meskipun terbuat dari bahan kayu, 
namun kesamaan model dan kesederhanaannya tidak membuat mereka 
menebang kayu di hutan secara sembarangan. Kayu dianggap sebagai 
komoditas penting bagi kehidupan masyarakat adat Ammatoa  dan 
penggunaannya sangat efisien dan harus sesuai kebutuhan sehingga 
kayu harus digunakan sebaik- baiknya. 
Selain kayu, hutan dianggap sebagai tempat sakral bagi 
masyarakat adat Ammatoa  karena hutan merupakan sumber kehidupan 
bagi masyarakat adat yang juga dijaga dengan sangat baik oleh 
masyarakat adat Ammatoa , kesederhanaan masyarakat adat menjadi 
falsafah hidup yaitu kamase-masea yang berarti hidup dalam 
kesederhanaan dengan tetap memelihara tradisi seperti yang dilakukan 
oleh nenek moyang dulu.  
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4.1.2 Keadaan Sosial Budaya 
Berikut profil desa Tanah Toa dalam tabel (data diambil 
berdasarkan Data Profil Desa Tahun 2017) 
TABEL 4.1.2 
Luas Wilayah  
No               Peruntukan wilayah Luas 
1 Luas Pemukiman 179 Ha/m2 
2 Luas Persawahan 90 Ha/M2 
3 Luas Perkebunan 30 Ha/M2 
4 Luas Kuburan 8 Ha/M2 
5 Luas Pekarangan  95 Ha/M2 
6 Perkantoran 2 Ha/M2 
7 Luas Prasarana Umum Lainnya 5 Ha/M2 
8 Luas hutan 331 Ha/M2 
 Total Luas 740 Ha/M2 
                Sumber : Profil Desa Tana toa Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel diatas Keadaan Sosial budaya Desa Tana Toa 
dapat diketahui daerah Desa Tana toa dikelilingi oleh Hutan yang 
sebahagian merupakan Hutan adat dari Wilayah adat Ammatoa , serta 
merupakan hutan batas yang dapat dimasuki dan berada di wilayah 
pemukiman masyarakat desa Tana Toa. 
 Wilayah desa tana toa tidak ada yang namanya listrik maupun alat 
semacam genset. Bahkan jika kemana-mana pun mereka tidak pernah 
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menggunakan alas kaki dan mereka juga senantiasa menggunakan 
pakaian yang berwarna hitam atau pada umumnya warna gelap. Selang 
perjalanan sejarah sampai pada saat ini, hanya masyarakat yang tinggal 
di kawasan Kajang Dalam (Ilalang Embayya) yang masih sepenuhnya 
berpegang teguh kepada adat Ammatoa . Mereka mempraktekkan cara 
hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau 
teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak 
negative bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian 
sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba 
hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat hukum adat 
Ammatoa 13 
 Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat 
Ammatoa  sangat menggantungkan hidupnya pada alam, mereka makan 
nasi, umbi-umbian, dan sayuran dari hasil bercocok tanam sendiri, 
sehingga dalam kawasan adat tidak terdapat pasar sebagai tempat jual-
beli kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional terdekat terdapat dikawasan 
kajang luar, itupun dengan hari-hari tertentu. Kawasan yang berada di 
sekitar rumah Ammatoa  dan para pemangku adat adalah kawasan inti 
pemukiman masyarakat hukum adat Ammatoa  Kajang. Hutan merupakan 
elemen ekologi yang sangat penting. Dengan terpeliharanya hutan, 
ekosistem disekitarnya juga dapat berjalan dengan baik. Beberapa 
vegetasi yang umum tumbuh dikawasan adat antara lain jambu mente, 
                                                             
13 Widyasmoro. Kajang, Badui dari Sulawesi. Majalah Intisari Edisi: No. 511. 2006, hal. 141   
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nangka, kelapa, mangga, lontar, rambutan, enau (aren), sukun, jati, dan 
sagu, serta berbagai jenis pohon yang tumbuh subur di dalam kawasan 
hutan adat. 
4.1.3 Jumlah Penduduk 
Penduduk Desa Tanah Toa sejak tahun 2016 hingga pertengahan 
tahun 2017 mengalami peningkatan dari total 4131 jiwa menjadi 4625 jiwa 
baik laki-laki maupun perempuan. 
Berikut penjabarannya dalam tabel : 
 
 Tabel 4.1.3 
   Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin 
Tahun Persentase 
 
  
Perkembangan 
 
  2016 2017 
 
     
 
1 Laki-laki 2148 jiwa  2282 jiwa 
14% 
 
     
 
2 Perempuan 2257 jiwa 2640 jiwa 17% 
 
     
 
 Jumlah 4405 jiwa 4922 jiwa  
 
     
 
             Sumber : Profil Desa Tana Towa Tahun 2017 
  
Peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi selain karena faktor 
kelahiran, juga disebabkan oleh adanya penduduk baru yang masuk 
kedalam kawasan adat Ammatoa  untuk menetap setelah mempersunting 
laki-laki ataupun perempuan yang merupakan penduduk asli kawasan 
adat Ammatoa . Serta adanya penduduk yang tinggal di luar lalu masuk 
menjadi bagian wilayah kawasan adat Ammatoa . 
Sebaliknya hukum adat di kawasan adat Ammatoa  juga bisa saja 
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memperbolehkan penduduk asli kawasan adat untuk keluar dan menetap 
diluar kawasan adat yang disebabkan oleh pernikahan, mencari nafkah, 
mengenyam pendidikan formal, dan juga pengusiran yang dikarenakan 
pelanggaran terhadap aturan adat. 
4.1.4 Pendidikan 
Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk 
memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya 
manusia melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. 
Melalui program ini maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia 
yang mampu bersaing semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari 
keseriusan pemerintah mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas di Desa 
Tanah Toa. 
Meski dalam realitasnya, warga desa Tanah Toa kebanyakan 
hanya menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah 
Dasar. Setidaknya hal ini mampu menekan jumlah warga yang buta huruf. 
Tabel keadaan pendidikan Masyarakat di Desa Tanah Toa termasuk pula 
didalamnya sejumlah dusun yang didiami masyarakat adat Ammatoa  
memperlihatkan adanya kemauan bagi masyarakat adat untuk menempuh 
pendidikan setinggi-tingginya, meski tak dapat dipungkiri sejumlah 
masyarakat adat yang berhasil menempuh pendidikan sampai perguruan 
tinggi cukup banyak yang memilih hidup di luar kawasan adat daripada 
kembali menetap di dalam kawasan adat. 
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Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk 
memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Desa Tanah Toa 
dan masyarakat adat Ammatoa  terlihat dari penempatan guru-guru sesuai 
kebutuhan kondisi masyarakat meskipun masih terlihat adanya 
perbandingan jumlah yang agak besar dari jumlah murid daripada jumlah 
tenaga pengajar seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 3 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Adat 
No Tingkat Pendidikan Guru Murid 
    
1 TK 6 35 
    
2 SD / Sederajat 14 652 
    
3 SLTP / Sederajat 16 422 
    
4 SLTA / Sederajat 10 115 
    
 Jumlah 46 1224 
    
Sumber : Profil Desa Tana Toa Tahun 2017 
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4.1.5 Kesehatan 
Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah 
memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah 
Toa melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2017 terdapat 1 (satu) 
Puskesmas, 1 (satu) Puskesmas Pembantu dan 5 (lima) Posyandu. 
Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu 
sangat dibutuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke 
desa-desa. Di desa Tanah Towa terdapat 3 (tiga) dokter, 6 (enam) 
perawat, 2 (dua) bidan, serta 7 (tujuh) dukun bayi. 
4.1.6  Agama  
Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup manusia dalam melaksanakan segala aktifitas 
kesehariannya. Melalui pendidikan keagamaan manusia akan lebih 
terarah, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. 
Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Amma Towa adalah agama 
islam. Agama islam adalah satu-satunya agama yang dipeluk oleh 
masyarakat setempat tanpa adanya agama-agama lain. Bagi Masyarakat 
Ammatoa  diungkapkan bahwa mereka tetap mengingat allah secara 
terus-menerus yang biasa diungkapkan dalam bahasa konjo yaitu : 
“Sembayang tatappu je’ne taluku” 
Artinya : “sembahyang yang tidak terputus dan wudhu yang tidak 
berakhir” 
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Artinya bahwa segala aktifitas baik diwaktu berdiri, waktu duduk, 
maupun waktu berbaring hati dan pikiran menyatu untuk selalu mengingat 
allah. Didalam bahasa agama islam sama dengan pengertian ihsan yang 
berarti marilah kita senantiasa beribadah mengkonsentrasikan hati dan 
pikiran seakan-akan melihat allah, dan kalaupun kita tidak dapat 
melihatnya , yakinilah bahwa segalah kegiatan kita dilihat oleh allah swt 
Walaupun demikian masyarakat Amma Towa secara obyektif 
dalam pelaksanaan agamanya masih terdapat kelemahan dan 
kekurangan, oleh karena kurang pengetahuan tentang agama disamping 
itu mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi adat yang radikal dan berakar, 
sebagai kebudayaan dan ciri khas mereka, sehingga tidaklah 
mengherankan, bila antara agama dan budaya adat yang ada mempunyai 
porsi yang sama setingkat dengan agama. Hal ini dapat diamati pada 
pelaksanaan ibadah shalat, puasa dan zakat. 
Dalam kaitannya dengan pembahasan aspek agama, maka perlu 
dikemukakan aktifitas-aktifitas keagamaan, antara lain : 
1. Pelaksanaan Shalat 
Pada pelaksanaan shalat dapat dibuktian dari perbandingan 
masyarakat yang seharusnya melaksanakan shalat jum’at. Dalam wilayah 
pemukiman Amma Towa, terdapat 33 buah masjid dan 7 buah mushallah. 
Ketika dibandingkan jumlah penduduk yang berkisar 14.110 jiwa dan 
perkiraan jumlah laki-laki yang harusnya melaksanakan shalat jum’at 
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berkisar 5.000 jiwa, tetapi kenyataan menunjukkan pada setiap masjid 
hanya memilki jumlah jamaan 30 orang per masjid. Berarti, bahwa yang 
melaksanakan shalat Jum’at hanya kurang lebih 1.000 orang. 
2. Pelaksanaan Puasa 
Sebagaimana halnya masyarakat awam yang kurang memilki 
pengetahuan yang cukup tentang agama, khususnya pelaksanaan ibadah 
puasa, maka dalam masyarakat Amma Towa juga tampak hal yang 
demikian, berpuasa pada hari pertama bulan Ramadhan atau sekalian 
tidak melaksanakannya sama sekali. Hal ini terjadi karena mereka masih 
sangat awam dalam masalah puasa secara khusus dan pelaksanaan 
ibadah lainnya secara umum. 
3. Pelaksanaan zakat  
Pelaksanaan ibadah zakat bagi masyarakat Amma Towa pada 
dasarnya sama dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang penulis 
sebutkan di atas, yakni adanya orang-orang tidak memahami tentang 
zakat, orang tidak mau mengeluarkananya, disamping ada pula yang 
memahami dan mengeluarkannya sebagai suatu kewajiban dalam ajaran 
agama islam. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis dapat 
menarik suatu kesimpulan, bahwa timbulnya ketidakpedulian terhadap 
ajaran agama islam itu disebabkan Karena kedangkalan pemahaman 
terhadap ajaran agama islam itu sendiri. Dari kondisi masyarakat seperti 
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ini, maka dapat ditakar sejauhmana kehendak mereka dalam menjadikan 
Alqur’an sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. 
4.2 Sejarah Asal Mula Kajang 
 
 Terdapat dua versi asal mula dari nama kajang versi pertama yaitu 
kata kajang yang berasal dari Burung Koajang, Diceritakan bahwa 
Ammatoa  sebagai manusia tumariolo atau manusia terdahulu yang turun 
di tanah asal mula atau tanah yang terdahulu. Dari sini awalnya 
diceritakan bumi ini hanya daratan kecil seperti tombolo atau tempurung 
kelapa yang dikelilingi air, pada daratan kecil terdapat pohon beringin 
yang di atasnya  ada seekor burung koajang yang bertengker. Dari kata 
koajang inilah sebagai salah satu versi awal dari kata kajang. Proses 
kejadian alam atau bumi yang dari awal terbentuknya hanya merupakan 
daratan kecil yang dikelilingi air, akhirnya mengalami penambahan berupa 
benua, yang istilah pasang di kajang Rambang ilalang dan rambang luara, 
itulah sebabnya orang kajang menjadikan kue merah sebagai symbol 
proses kejadian alam. 
 Kue merah pada awal terbentuknya hanya setetes adonan tepung, 
gula merah, dan air yang dituangkan kedalam wayang yang sebelumnya 
telah diisi minyak kelapa secukupnya. Pada awal dituangkan hanya 
setetes , dan lama kelamaan menebel dan melebar, begitu proses inilah , 
sehingga orang kajang menjadikan kue merah sebagai symbol doa dan 
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pemersatu rumpun dan suku.14 Hal ini dapat terlihat dari pada peristiwa 
penting bagi masyarakat kajang yaitu pada waktu pengantin ,kue merah 
menjadi kewajiban bagi mempelai laki-laki sebagai isi bakupuli, pada 
waktu pesta kaomba kue merah menjadi sajian utama, dan pada waktu 
pesta kematian kue merah juga menjadi sajian utama. 
 Secara tersirat ada tiga kata yang perlu diuraikan pada maknanya. 
Yaitu daratan kecil bermakna bahwa memang dahulu bumi ini kecil, lama-
kelamaan setelah mengalami proses pemanasan lalu bertambah satu 
demi satu, dari peristiwa inilah orang kajang memaknainya sebagai bahwa 
negeri yang belakang terbelah adalah merupakan pecahan dari daratan 
kecil yang merupai tempurung tadi. 
 Versi kedua itu berasal dari tempat tercipta pada awalnya kajang 
berasal dari kata sikajarian atau akkajarian yang dapat diartikan sebagai 
segala sesuatu yang tercipta mulamula di tanatoa, itulah sebabnya salah 
satu kampong yang ada di wilayah desa tanatoa dahulu, sekarang desa 
Malleleng setelah pemekaran menjadi kampong tupare artinya diciptakan, 
saying kata tupare tidak menjelaskan secara rinci apa yang diciptakan. 
Akan tetapi jika menelusuri kalimat dan menyimak pasang secara tersirat 
ditemukan kalimat bahwa tanah asal mula di dunia yaitu tombolo sebuah 
bukit berbentuk tempurung kelapa. 15  Menurut pasang, bukit yang 
bernama tombolo sedikit demi sedikit mengalami proses dan terciptalah 
                                                             
14  Haris sambu,2016,Sejarah Kajang, lentera kreasindo.hal 12 
15 Haris sambu,2016,Sejarah Kajang, lentera kreasindo.hal 13 
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beberapa benua dan pulai, yang dalam istilah pasang yaitu rambang 
sempit dan rambang luara atau artinya pekarangan sempit dan 
pekarangan luas.  
 Menurut Sejarah Asal-usul orang kajang berasal dari Tau 
Manurung yang keluar dari seruas bamboo pettong yang bernama  Batara 
Daeng Rilangi yang dikawini Pu’ Tamparang Daeng Malowang dna 
melahirkan empat orang anak yaitu : (1) Tau tentaya matanna di 
Na’nasaya sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan laikang, (2) Tau kale 
bojo’a di Lembanglohe sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan 
lembang, (3) Tau sapaya lilana di Kajang sebagai cikal bakal terbentuknya 
kerajaan kajang, dan (4) Tau kaditilia simbolenna yang saying di Raowa 
bersama ibunya. Bekas pijakan terakhir Batara Daeng Rilangi bersama 
anak keempatnya tau kaditilia simbolenna, masih dapat disaksikan 
bahkan telah dibuat monument untuk mengenang manusia legendaries 
ini. 
 Orang Kajang, selain berasal dari tau manurung, juga banyak yang 
berasal bercampur darah Bugis dan Makassar melalui perkawinan pada 
kedua suku, sehingga orang Kajang menjadi genitas Bugis dan Makassar 
dapat dilihat dari panggilan sehari-hari yaitu apabila seseorang menyebut 
atau memanggil seseorang dengan pertalian darahnya sebagai paman 
atau Purina, maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil puang  
sebagai panggilan darah bugis, dan jika seseorang ingin disebut atau 
dipanggil yang garis pertalian darahnya sebagai sepupu dan seterusnya 
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atau simbarrisi maka yang bersangkutan disebut atau dipanggil sebagai 
daeng jika yang memanggilnya orang lebih muda sebagai panggilan darah 
Makassar. 
 Selanjutnya jika orang Kajang yang berdarah Bugis dan Makassar 
menjadi Karaeng Kajang atau Camat Kajang yang komunitas Ammatoa  
menyebutnya Labbiriyah atau orang yang dimuliakan, maka yang 
bersangkutan akan dipanggil dengan sebutan puang Karaeng denganm 
makna panggilan puang  mewakili darah bugis dan panggilan Karaeng 
mewakili darah Makassar hal ini terjadi pada Karaeng kajang yang kedua 
dipanggil puang Karaeng adalah Mattu Daeng Pahakang yang sebelum 
dilantik sebagai Karaeng kajang, beliau hanya dipanggil puang di 
daerahnya yang berarti gelar atau sebutan bagi seseorang kepala kaum 
atau kepala suku. Berikut pembahasan mengenai struktur pemerintahan di 
Kajang baik pada masa sebelum penggabungan maupun pada masa 
setelah penggabungan tiga kerajaan menjadi satu yaitu kerajaan kajang. 
4.3 Latar belakang sejarah dan pemerintahan Kajang 
 
 Masa dan struktur pemerintahan di Kajang telah beberapa kali 
mengalami perubahan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 
yaitu : (1) Masa Tau Manurung, (2) Masa Karaeng, (3) masa Karaeng, (4) 
Masa Camat. Sedangkan struktur pemerintahan juga telah mengalami 
beberapa kali perubahan sesuai perkembangan jaman . struktur 
pemerintahan pada awal penggabungan kajang terdiri dari Sembilan 
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Karaeng (Galla)  atau Kepala Kaum yaitu (1) Karaeng Pantama, (2) 
Karaeng Lembang, (3) Karaeng Tambangan, (4) Karaeng Lombok, (5) 
Karaeng Malleleng, (6) Karaeng Jalaya, (7) Karaeng Anjuru, (8) Karaeng 
Tanete, (9) Anrong Guru Lolisang.  
A. Masa Tau Manurung  
 Kehadiran Tau Manurung dan Ammatoa  di Kajang merupakan 
episode yang tidak dapat diketahui secara pasti, karena tidak didukung 
dengan bukti rujukan secara tertulis. Untuk kehadiran Tau Manurung di 
Kajang menurut rentetan peristiwa diceritakan bahwa kehadirannya di 
Kajang mendahului kehadiran Tau Manurung di daerah lain seperti, Luwu, 
Gowa, Bone, Soppeng, dan Wajo. Kehadiran tau manurung di Tamalate 
Gowa diperkirakan pada Tahun 1320 M. Jika kehadiran tau manurung di 
Kajang dikatakan mendahului kehadiran tau manurung di Tamalate Gowa, 
Maka Kehadiran Tau manurung di Kajang dapat diperkirakan pada sekitar 
tahun 1300 M. 
 Sedangkan keberadaan Ammatoa  di Kajang yang dianggap 
sebagai tokoh senteral, juga masih misterius dan penuh tanda Tanya 
apakah kehadirannya sebelum datangnya tau manurung dikajang, seperti 
yang diungkapkan pada Pasang Ri Kajang, Bahwa Ammatoa  diceritakan 
sebagai Tau Mariolo  atau Manusia terdahulu yang turun pada sebuah 
bukit yang bernama TOmbolo atau bukit yang menyerupai tempurung 
kelapa. Dari latar belakang sejarah inilah sehingga kampong ini 
dinamakan Tana Toa  atau tanah Asal Mula yang pada akhirnya menjadi 
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salah satu wilayah Karaeng dalam struktur adat limayya yaitu Karaeng 
Lombok dan sejak istilah Karaeng berubah menjadi camat, Maka Karaeng 
Lombok berubah menjadi sebuah desa dengan nama Desa Tana Toa. 
 Dengan Demikian, Jika keberadaan Ammatoa  mendahului 
kehadiran Tau Manurung di Kajang, Maka Masa tau manurung berkisar 
antara tahun 1300M sampai dengan tahun 1400M. pada masa ini belum 
ada struktur pemerintahan pada tiga kerajaan di kajang yaitu kerajaan 
kajang, kerajaan lembang dan kerajaan Laikang. Untuk kerajaan kajang 
yang merupakan komunitas Ammatoa , hanya pemangku adat yang 
disebut adat butayya yang diketuai Ammatoa  dan istilah adat limayya 
ditanaloheyya, sedang kerajaan lembang dan laikang hanya dikepalai oleh 
kepala kepala kaum yang bergelar puang, akan tetapi tidak berstruktur. 
B. Masa Karaeng  
 Masa Karaeng diperkirakan pada awal abad ke 15, yang hampir 
secara bersamaan pada tiga kerajaan di kajang terbentuk struktur 
pemerintahan yang bernama Karaeng yang berjumlah Sembilan Karaeng.  
Di kajang terbentuk struktur pemerintahan yang terdiri dari lima Karaeng 
yaitu ; Karaeng Pantama, Karaeng Kajang, Karaeng Puto, Karaeng 
Lombok,  dan Karaeng Malleleng . Di Lembang terbentuk struktur 
pemerintahan yang terdiri dari dua Karaeng yaitu Karaeng Lembang dan 
Karaeng Jalaya, sedangkan laikang terbentuk juga struktur pemerintahan 
yaitu Karaeng Malkuna, yang kemudian berubah menjadi Karaeng 
Laikang. 
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 Selain itu , terbentuk juga Karaeng Na’Nasaya merupakan Karaeng 
tunggal, dalam menjalankan pemerintahannya berdiri sendiri, dan garis 
koordinasi secara horizontal kepada Karaeng Malakuna, Karaeng Jalaya, 
dan Karaeng lembang sebagai partner kerjanya, dan koordinasi secara 
vertical langsung kepada sombaya di gowa. Akan tetapi status Karaeng 
Na’Nassaya sebagai Karaeng tunggal tidak bertahan lama, ketika terjadi 
penggabungan tiga kerajaan menadji satu dengan kerajaan kajang, maka 
Karaeng Na’nasaya lebur dan masuk ke dalam wilayah Karaeng jalaya, 
bahkan setelah Karaeng jalaya berubah menjadi kelurahan tanajaya, 
bekas wilayah Karaeng Na’nasaya tetap menjadi bagian wilayah 
kelurahan tanajaya Hingga sekarang. 
 Jika ditelesuri masa Karaeng sebagai struktur pemerintahan yang 
bersifat otonomi berlangsung di Kajang sekitar 150 tahun lamanya yaitu 
dimulai pada awal abad ke 15. Sejak meningkatnya suhu politik pada tiga 
kerajaan besar atau kerajaan tellu boccoe di Sulawesi selatan dengan 
semakin gencarnya melakukan ekspansi kekuasaan kepada kerajaan-
kerajaan kecil, termasuk negeri-negeri selatany ang menjadi target 
kerajaan Gowa, bahkan sudah ada beberapa daerah yang sudah 
berstatus kerajaan yang ditaklukan kerajaan gowa menjadi bawahannya 
yaitu : Hero,Langngelangnge, Ujung loe, Gantarang, Tondong, Bulobulo, 
Manimpuhoi, Lamatti dan termasuk kerajaan kecil lain. 
 Hambatan Kerajaan Gowa untuk menaklukkan tiga kerajaan di 
Kajang masing-masing kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang dan kerajaan 
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Laikang setidaknya ada dua Faktor penyebabnya yaitu pertama status tiga 
kerajaan masih berstatus Karaeng yang secara hierarki status sebuah 
Karaeng tidak bersyarat untuk menjadi daerah bawahan langsung oleh 
sebuah kerajaan besar seperti kerajaan gowa, kerajaan luwu, dan 
kerajaan bone. Kecuali daerah tersebut sudah berstatus menjadi sebuah 
kerajaan kecil yang layak membayar upeti atau pajak kepada kerajaan 
induk. 
 Factor kedua, Hambatan kerajaan gowa untuk menaklukkan 
kerajaan-kerajaan di kajang, Karena Ammatoa  selaku pemangku adat 
mewakili komunitas kajang telah datang menghadap raja Gowa Ke 4 dan 
5, meminta Kalabbiran agar Kajang tidak terikat sape adat atau tata cara 
kerajaan yang berlaku pada kerajaan Gowa, dan raja Gowa menyetujui 
permohonan Ammatoa  untuk tidak menjadikan kajang sebagai daerah 
bawahannya.berikut terkandung di dalam pasang dan lontara bukti janji 
antara kajang dan gowa yang ada dalam  Pasang ri Kajang dan lontara” di 
gowa yaitu :  
 “Kajang tannapeppe lima gowa, dan Gowa tannapeppe lima 
Kajang” 
 “Kajang tidak intervensi Gowa dan begitu pula sebaliknya gowa 
tidak intervensi Kajang”  
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 Kesepakatan inilah antara Ammatoa  di kajang dan Sombayya di 
gowa menjadi bukti bahwa kajang adalah sebuah daerah yang berdaulat 
dan tidak terikat kepada ketiga kerajaan besar di Sulawesi selatan. 
C. Masa Karaeng 
 Semakin genjarnya ekspansi kekuasaan tiga kerajaan besar di 
Sulawesi Selatan utamanya Kerajaan Gowa, maka didoronglah ketiga 
kerajaan di kajang untuk meningkatkan statusnya dari Karaeng menjadi 
status Karaeng dan kerajaan gowa yang merupakan Fasilitator 
terbentuknya tiga kerajaan dengan struktur pemerintahan seperi yang 
berlaku pada kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu, Dan kerajaan Bone. 
Dengan terbentuknya tiga kerajaan di Kajang, Maka resmilah rajanya 
bergelar Karaeng dan dilantik oleh Sombaya, sebagai langkah awal 
terbentuknya struktur pemerintahan baru pada tiga kerajaan di kajang 
seperti yang diuraikan satu persatu berikut ini :  
 Sebagai awal terbentuknya kerajaan Kajang, Maka Karaeng-
Karaeng yang terdiri dari Karaeng Pantama,Puto’,Lombok, dan Maleleng 
yang lazim disebut adat Limayya resmi menganut struktur pemerintahan 
baru dengan sebutan Karaeng Tallua yaitu Karaeng kajang sebagai 
kepala pemerintahan setelah diserahkan dari Karaeng 
Pantamakepadanya, sehingga komunitas Ammatoa  menyebutnya 
Karaeng Kajang sebagai Labbiriyah atau orang yang dimuliakan, 
disamping itu, ada sulehatang Kajang atau sebagai Karaeng ilau di 
Pantama dan Anak Karaeng Tambangan sebagai Karaeng Iraja. 
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 Dengan Demikian resmilah kerajaan kajang berubah status dari 
Karaeng menjadi Karaeng dengan sebutan Karaeng Tallua adat Limayya 
dan dibantu oleh pemangku adat, sedangkan adat buttayya yang bertugas 
sehari-harinya membantu kelancaran tugas-tugas Karaeng Tallua dan 
Adat Limayya. Perubahan dari status Gallarang menjadi Karaeng 
diperkirakan antara tahun 1546-1565 M Pada masa pemerintahan 
Sombaya ke 10. Sekalipun struktur pemerintahan telah berubah Ammatoa  
sebagai tokoh yang berpengaruh tetap mengepalai struktur karaeng 
Tallua dan adat limayya sebagai Pa’lalangnggan atau tempat bernaung 
dan berlindung. Selanjutnya sebagai langkah awal terbentuknya kerajaan 
Lembang, yaitu Gallarang Lembang yang berubah menjadi karaeng 
statusnya sebagai pimpinan tertinggi. Sejarah terbentuknya kerajaan 
Laikang, berbeda dengan terbentuknya kerajaan Kajang dan kerajaan 
Lembang, dimana kerajaan Laikang terbentuknya melalui perkawinan 
antara Sugimanontong dengan sugimanai yang lazim disebut Tombong 
Ratu . Setelah Sugimanontong resmi menjadi suami Tombong Ratu yang 
merupakan puteri Tunggal Gallarang Malakuna, oleh mertuanya 
menyerahkan tahta Gallarang Malakuna kepada menantinya yaitu 
Sugimanontong an sang menantu menerima dengan syarat nama 
Malakuna diubah menjadi Laikang untuk mengenang negerinya Laikang 
Takalar. Setelah resmi Malakuna menjadi Laikang lalu Sugimanontong 
mengusulkan kepada Sombaya agar Laikang berubah status dari 
Gallarang sebagai pemimpin tertinggi ditingkatkan sebagai karaeng. 
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 Atas Permohonan sugimanontong yang ketika itu sebagai gallarang 
laikang kepada sombayya dan diterima dengna menjadikan Gallarang 
Laikang ditingkatkan menjadi kerajaan Laikang seperti negeri-negeri 
tentangganya yaitu kerajaan Lembang dan kerajaan Kajang sebagai 
kerajaan saudaranya yang secara bersamaan Sugimanontong dilantik 
oleh Sombaya sebagai Karaeng Laikang pertama, dan Gallarang laikang 
berubah nama menjadi Gallarang Tanete. Dengan demikian resmilah 
struktur pemerintahan pada tiga kerajaan di Kajang berubah status dari 
Gallarang sebagai Pimpinan tertinggi menjadi Karaeng , dan ketiganya 
berdiri sendiri berhak mengatur negerinya dengna garis koordinasi vertical 
kepada sombaya di Gowa atau Mangkaue di Bone. Episode ini 
berlangsung selama kurang lebih 3300 tahun yaitu dari tahun 1546 
sampai pada tahun 1862. Pada tahun 1862 diadakan penggabungan tiga 
kerajaan yaitu Kerajaan Kajang, Lembang dan laikang menjai satu dengna 
nama Kerajaan Kajang rajannya tetap bergelar karaeng, pada tahun 1960 
terjadi perubahan dari sebutan karaeng menjadi Camat, dan khususnya di 
kajang mengalami perubahan dari sebutan gallarang yang lazim disebut 
adat salapangan berubah menjadi nama desa yang jumlahnya menjadi 
lima. 
D. Masa Camat  
 Ketika terjadinya perubahan sebutan Karaeng menjadi camat yaitu 
pada tahun 1960 Karaeng Kajang pada waktu itu ialah Husain Daeng 
Parani sebagai Karaeng Kajang ke 11, oleh karena itu beliau adalah 
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merupakan karaeng kajang terakhir sekaligus sebagai Camat kajang 
Pertama. Husain daeng Parani mendapatkan dua gelar yaitu Karaeng dan 
sebagai camat, akan tetapi menurut kebiasaan orrang kajang sekalipun 
terjadi perubahan status dari karaeng menjadi camat tetap dipanggil dan 
disebut dengan puang karaeng untuk menyapa seseorang baik saat 
menjabat maupun setelah menjabat. Demikian pula bagi komunitas 
Ammatoa  sekalipun terjadi perubahan penyebutan dari karaeng menjadi 
camat, mereka tetap menyapa puang karaeng atau Labbiriyah. 
 Susunan dan urutan nama-nama yang pernaha bertahta baik 
sebagai karaeng kajang Maupun sebagai camat Kajang setelah 
penggabungan tiga kerajan menjadi satu. Menurut H. Mansjur Embas 
seorang tokoh masyarakat adat sekaligus dewan pembina Asosiasi 
Masarakat Adat Nusantara dalam wawancara pada hari Rabu , 17 April 
2017. Sejak penggabungan pada tahun 1862 sampai sekarang 2017 yang 
berlangsung kurang lebih 156 Tahun telah terjadi suksesi karaeng atau 
camat kurang lebih 25 kali dengan durasi waktu rata-rata setiap orang 
yaitu 6,1.Berikut nama-nama camat beserta masa pemerintahannya :  
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Karaeng kajang atau Camat Setelah 
penggabungan 
Lapan Dg Mattarang 
(1862-1866) 
Mattu Dg. Pahakkang 
(1866-1875) 
Deya Dg. Lita 
(1875-1884) 
Pucung Dg Malongko 
(1884-1888) 
Halimung Dg. Siruwa 
(1888-1891) 
Andi Zain 
(1974-1978) 
Andi Muslini 
(1978-1979) 
Andi Muchtasin 
(1979-1984) 
Jainuddin 
(1984-1988) 
Andi Mappasulle 
(1988-1992) 
Amir Nurdin 
(1992-1994) 
Cidu Dg. Matarang 
(1891-1913) 
 
Samiang Dg. Palinge 
(1913-1918) 
 
Jama Dg. Sitakka 
(1918-1923) 
 
Aco Y. Dg. Pagising 
(1923-1926) 
 
Bapa Dg. Matasa 
(1926-1949) 
 
Husain Dg Parani 
(1949-1968) 
 
Andi Makmur Jama 
(1968-1970) 
 
Sahib Dg. Matutu 
(1970-1974) 
    A. Burhanuddin Sahib 
(1994-1999) 
Andi Rosali 
(1999-2002) 
 
Baso Maskur 
(2002-2003) 
Abdul Wahid Jalil 
(2003-2006) 
        Andi Sudirman. M 
(2006-2013) 
        Andi Buyung Saputra 
(2013-Sekarang) 
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4.5 Pasang ri Kajang Dalam Masyarakat Adat Amma Toa 
Pasang ri Kajang merupakan istilah yang lazim diucapkan bagi 
masyarakat kajang sebagai sebuah ajaran yang dipercayainyainya, karna 
menyimbolkan sebuah identitas didalamnya. Jika kita menelaah secara 
harfiah bahasa konjo arti dari ketiga kata Pasang Ri Kajang yaitu pasang 
berati pesan, ri berarti di dan Kajang –dalah sebuah kecamatan dan adat, 
jadi dapat diartikan sebagai pesan-pesan di 
 
Kajang hal inilah yang menjadikannya sebagai sebuah identitas 
bahwa bukan hanya sekedar pesan-pesan seperti biasa kita jumpai tapi 
pesan tersebut berasal dari kajang. Dimana, pesan tidak dimaknai secara 
harfiah semata. Karena pesan yang dimaksud adalah sebuah wahyu dari 
keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan 
lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan 
(tidak ada yang tertulis;pen) oleh nenek moyang mereka dari generasi ke 
generasi.16sebagai penjelasan dan contoh akan diuraikan sebagai berikut: 
a. Sebagai Pedoman Hubungan Dengan Tuhan (Turiek Arakna) 
Salah satu ritual wajib yang berasal dari pasang ialah ritual adat 
andingingi yang dilaksanakan dihutan keramat setiap awal tahun untuk 
meminta rahmat, kemudahan rejeki, kesuburan tanah, dihindarkan dari 
kemarau dan lainnya, serta ritual Akkatere bagi masyarakat yang 
mempunyai panen yang berlebih yang diungkapkan sebagai rasa syukur 
                                                             
16 Termasuk dalam bentuk tingkatan paling awal (M.Marwan S,H, Jimmy P S.H.2009. Kamus 
Hukum. Surabaya:Reality Publisher). Mula-mula;pertama;yang awal;paling dasar;pokok;kelas 
yang paling sahaja (Pius Purtanto, M. Dahlan Al Barry. 2001.Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: 
Arkola) 
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atas rejeki yang didapatkan, merupakan budaya untuk menjaga hubungan 
dengan Turiek Arakna sebagai penentu segalanya didalam kehidupan, hal 
ini menjadi bukti bahwa isi dan nilai pappasang menjadikan hubungan 
dengan Tuiek Arakna sebagai konsep Ke-Tuhan-an yang diyakini 
masyarakat adat Kajang sebagai hal yang paling diutamakan dan 
didahulukan dari yang lain, seperti hubungan dengan manusia ataupun 
alam, karena keutamaan dalam pedoman ini menjadi dasar dalam 
keutamaan pedoman yang lain. Atas dasar inilah yang menjadi landasan 
Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Bagian Ketiga Hak 
Spritualitas dan Kebudayaan Pasal 18 Ayat (1): 
 
(1) MHA Ammatoa  Kajang berhak menganut dan 
mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara 
ritual yang diwarisi dari leluhurnya. 
 
b. Sebagai pedoman hubungan dengan manusia 
 
Peranan dari pasang yang kedua adalah berfungsi sebagai pedoman 
hubungan antar sesama manusia. Mulai dari bentuk penghargaan, saling 
menghormati, dan norma-norma sosial lainnya. Sebagai contoh, salah 
satu prinsip dasar dalam hubungan antar sesama manusia tertera dalam 
pasang yang disampaikan langsung oleh Ammatoa  pada sesi wawancara 
yakni (rie appa’ battu lalang kalea intumi nu parallu ni pakahaji’i) 
maksudnya ada empat dalam diri yang harus diperbaiki yaitu : 
1. Buakkang Mata , dimaksudkan sebagai penjaga penglihatan 
mata.  
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2. Pangsulu’ Sa’ra, dimaksudkan sebagai penjaga ucapan.  
 
3. Pa’lampa Lima, dimaksudkan sebagai penjaga tangan  
 
4. Angka’ Bangkeng dimaksudkaan sebagai penjaga langkah  
 
laki. 
 
 Pasang ini disambung oleh Tau Toa Pakrasangeng yang dijabat 
oleh  Puto  lombo  dalam  wawancara  langsung  yang memberikan 
contoh kongkrit dalam hal keperempuanan yakni jika kita tidak menjaga 
mata dengan melihat seorang perempuan maka keluarlah ucapan yang 
tidak pantas dan tangan sudah sampai pada hal yang dilarang dimana 
langka kaki yang membawa kita pada kemaksiatan. Prinsip berlaku untuk 
semua aktifitas keseharian masyarakat adat Kajang, yang diyakini akan 
membawa kedaimaian. Pedoman ini dijadikan salah satu hak masyarakat 
Adat Kajang dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Bagian 
Kelima Tantang Hak Untuk Mengurus Sendiri Pasal 21 ayat (1) dan (2) 
yaitu:  
 
(1) MHA Ammatoa  Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri 
secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah 
ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru 
yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk 
menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat 
dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan 
keberadaan masyarakat adat dan haknya.  
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(2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada 
masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan 
hak-hak bawaan mereka. 
(3) Dalam menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), MHA  
Ammatoa  Kajang berhak mendapat dukungan dari 
pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan 
maupun dukungan sarana prasarana lain yang 
diperlukan.  
 
c. Sebagai pedoman hubungan dengan alam.  
 
pasang yang mengatur tata cara mengambil hasil alam yang 
digunakan dalam masyarakat adat kajang seperti pengambilan hasil 
kekayaan hutan adalah salah satu peranan pasang dalam 
hubungannya dengan alam, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 67 ayat (1) dan (2) 
yang menyebutkan: 
 
(1)  Masyarakat Hukum adat sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya berhak: 
a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;  
 
b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan 
hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan 
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dengan undang-undang;dan  
c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka 
meningkatkan kesejahterannya 
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum 
adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
 
Hukum adat yang termaktub dalam pasang mengatur pengambilan 
hasil hutan yaitu tanam, pilih baru tebang sebagai contoh jika seseorang 
ingin menebang satu buah pohon maka harus menanam dua bibit pohon 
yang sama, dan setelah diputuskan oleh Ammatoa  layak untuk tumbuh 
dan diwajibkan memeliharanya sampai siap digunakan kembali oleh 
masyarakat lainnya maka barulah seseorang dapat menebang satu 
pohon, aturan ini sangat dijaga ketat pelaksanaannya karena memang 
hutan dan isinya menjadi sumber penghidupan utama masyarakat adat 
Kajang. 
Dan aturan pasang yang membagi mana wilayah hutan yang dapat 
dikelola secukupnya dan mana hutan yang sama sekali tidak boleh 
disentuh oleh aktifitas manusia selain ritual adat yang dihadiri oleh 
Ammatoa , ketetapan ini adalah sebuah kebijaksanaan, karena 
menjadikan keseimbangan ekosistem hutan sebagai tujuan utama dimana 
memang hutan juga akan tetap dibutuhkan hasilnya tetap dengan syarat 
keperluan seperlunya sesuai prinsip hidup mereka tallasa kamase-masea 
(Kehidupan yang sederhana), dan hutan yang sama sekali tidak boleh 
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dimanfaatkan isi dan hasilnya adalah sebagai sebuah simbol dari 
perlindungan alam, sama halnya dengan Kementrian Kehutanan yang 
membagi tipe hutan dalam hutan produksi terbatas dan hutan lindung. 
Dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang 
Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam juga memasukkan 
pedoman ini sebagai dasar hak dalam pengelolaan kekayaan alam yaitu: 
 
(1) MHA Ammatoa  Kajang berhak atas tanah-tanah, wilayah 
dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki 
secara turun-temurun dan/atau diperoleh melalui 
mekanisme yang lain. 
(2) Sumber Daya Alam sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang 
dipermukaan maupun yang terkandung didalam tanah. 
(3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak 
untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan 
mengendalikan atas dasar kepemilikan turun-temurun 
dan/atau cara-cara yang lain.  
4.6  Prinsip Tu Kamase-masea dan keterbukaan dalam pendidikan  
   Wilayah adat Ammatoa  sering juga diistilahkan dengan nama 
tanah kamase-masea.Tana Kamase-masea dalam bahasa Makassar 
berarti negeri yang miskin (bersahaja).Bukan berarti penduduk di dalam 
desa itu semuanya miskin.Kehidupan masyarakat Ammatoa  justru lebih 
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banyak yang sejahtera disbanding dengan masyarakat yang ada di 
daerah perkotaan. kamase-masea  disini berarti, hidup dalam 
kesederhanaan dengan tetap memilihara tradisi seperti yang dianut oleh 
nenek moyang dulu. Dalam Pasang ri Kajang disebutkan bahwa :  
                    “ Kupalabbakkangko Tunayya anne, Iami Tuna Kamase-
masea” 
      “ Saya berikan kehidupan, yakni kehidupan yang sangat 
sederhana” 
Kesedarhanaan ini yang menjadi dasar kehidupan bagi masyarakat adat 
Ammatoa. namun pada Pasang ri Kajang lainnya, memberikan 
kelonggaran pada setiap warganya untuk hidup serba ada (Kaya) tapi 
dengan syarat, jangan tinggal dalam kawasan adat Ammatoa , Harus 
diluar kawasan.Menurut H. Mansjur Embas, Salah seorang tokoh 
masyarakat Kajang, ketika Tumanurung pertama datang (Bohe Mula Tau), 
ia memerintahkan pada warganya untuk selalu hidup sederhana dengan 
memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Pasang ri 
kajang untuk hidup sederhana ini terus dilestarikan oleh Bohe atau 
Ammatoa  pemimpin berikutnya,hingga saat ini, masih memegang teguh 
Pasang ri Kajang. Itulah sebabnya, warga disekitar wilayah adat hidupnya 
sederhana. Mereka ikhlas menerima apa adanya pemberian dari Tu Rie 
A’Ra’na ( Allah Swt ). 
 Sifat kesederhanaan merupakan sifat utama yang sudah ada dan 
ditanamkan sejak lahir pada masyarakat adat Ammatoa , ketika 
mewawancarai Ammatoa  , Ammatoa  berpesan ada 3 puncak aturan 
75 
 
yang harus di tegakkan didalam wilayah adat yaitu :  Menguatkan Pasang 
ri Kajang  Karena Pasang ri Kajang sifatnya tidak tertulis dan berbentuk 
pesan yang diturunkan secara turun temurun , maka keberadaan 
peraturannya harus tetap ditegakkan seperti awal ketika diturunkan oleh 
Ammatoa  pertama dan tidak boleh diubah. Menguatkan kejujuran dan 
aturan agama  Di dalam wilayah adat Ammatoa  kejujuran adalah hal yang 
sangat penting karena kejujuran merupakan bukti bahwa mereka taat  
akan agama dan tidak pernah berdusta. Di wilayah adat ketika ada suatu 
warga yang berbohong dan terbukti bahwa ia berbohong maka seluruh 
keluarganya serta keturunannya kelak  akan dicap sebagai pembohong 
dan ucapannya kedepan tidak akan dipercaya oleh masyarakat wilayah 
adat Ammatoa . Menguatkan akal dan pemikiran, syarat untuk menjadi 
Ammatoa  atau pemimpin wilayah adat adalah harus memiliki akal dan 
pemikiran yang baik maka dari itu Ammatoa  sangat menghargai 
kepintaran dan kecerdasan seseorang. Perlahan tapi pasti pendidikan 
mulai menjadi syarat bagi masyarakat adat Ammatoa  yang ingin menjadi 
kepala dusun di wilayah adat Ammatoa , seperti yang dijelaskan oleh H 
Mansjur Embas seorang tokoh masyarakat adat sekaligus dewan pembina 
Asosiasi Masarakat Adat Nusantara :  
“Dari dulu itu Ammatoa sangat menghargai pendidikan tetapi 
pendidikan tersebut tidak boleh melanggar peraturan Pasang ri 
kajang, maka dari itu pada awal 1993 dibangun Sekolah dasar , 
Sd Negeri 351 Kawasan yang berada didepan gerbang masuk 
Wilayah adat Ammatoa  dan memperbolehkan anak-anak dari 
kawasan adat untuk bersekolah disekolah tersebut, awalnya itu  
ada yang menolak adanya itu sekolah  dan adanya larangan dari 
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orang tua murid yang berasal dari wilayah adat, mereka 
menganggap ketika anaknya bersekolah dan menjadi pintar maka 
anak-anak mereka akan dibawa oleh bangsa belanda. Tetapi 
setelah penjelasan dan pemberian pemahaman maka anak-anak 
wilayah adat Ammatoa  diperbolehkan kembali bersekolah di 
sekolah tersebut. Atas permintaan Ammatoa saat itu kepada 
menteri pendidikan untuk memperbolehkan penggunaan warna 
hitam pengganti warna merah untuk celana dan rok sekolah 
kemudian di izinkan Sd Negeri 351 Kawasan sebagai satu 
satunya sekolah di Indonesia yang memperbolehkan muridnya 
menggunakan kain hitam sebagai pengganti merah. Sejak saat itu 
perlahan masyarakat wilayah adat mulai menyekolahkan anak-
anaknya kejenjang yang lebih tinggi Dan ada yang sampai 
pendidikan di tingkat Universitas”. (wawancara tanggal 16 april 
2017 pukul 19.00) 
 Kearifan orang Kajang merupakan bentuk kekayaan kebudayaan 
yang sangat mulia karena mengedepankan keseimbangan terhadap alam. 
Bahkan pemerintah setempat yang turut bercermin kepada kearifan 
mereka di dalam melestarikan hutan. Kamase - mase sebagai prinsip 
hidup menjadi penanda identitas manusia kajang yang sederhana, 
harmonis, dan mengedepankan pemahaman transendence pada Turie’a 
A’ra’na dalam menentukan sikap adalah ajaran luhur. Masyarakat Kajang 
mengajarkan untuk memanfaatkan bahan alam secara berimbang dan 
sesuai kebutuhan. Demikian halnya dalam membuat perangkat 
keseharian, kesemuanya diaktualisasikan dengan sangat bijaksana dan 
sederhana. 
              Ajaran Kamase - masea yang ada di komunitas adat Kajang 
merupakan warisan ilmu yang ditransformasikan secara turun – temurun. 
memaksakan perubahan atas kondisi yang terdapat di wilayah adat 
Ammatoa  tanpa memahami Pasang dan makna dari ajaran prinsip Tu 
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Kamase-masea sama saja akan menghilangkan kebudayaan bersama 
tradisi pasangnya. Tanpa semua itu, hakekat keberadaan komunitas 
Ammatoa  turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya Kamase-masea 
sebagai pernyataan budaya.  Reinterpretasi dan reaktualisasi perlu 
dilakukan sepanjang tidak keluar dari pengertian Kamase-masea dan 
bertentangan  dengan nilai dasar yang ada dalam Pasang ri Kajang. 
Prinsip Tu Kamase-masea adalah prinsip dari wilayah adat Ammatoa  
yang harus dilihat sebagai strategi adaptif. Suatu cara tersendiri, agar 
masyarakat adat tetap hidup dan bertahan serta dapat mempertahankan 
eksistensinya di tengah masyarakat Indonesia tanpa harus kehilangan 
identitas. 
4.7 Struktur Kelembagaan Pemerintahan adat Ammatoa  
 Dalam amanat Pasang Amma Toa merupakan pucuk tertinggi 
dalam kelembagaan pemerintahan adat. Kelembagaan inilah yang 
kemudian disebut Ada‟ Limayya Karaeng  Tallua.  Dan  selain  sebagai  
pemimpin  adat,  Ammatoa   bertugas sebagai penegak hukum dan 
membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam Pasang 
Ri Kajang. Komunitas adat Kajang menerapkan ketentuan  -  ketentuan  
adat  dalam  kehidupan  sehari-hari  termasuk  dalam pemanfaatan hutan 
serta dalam berbagai permasalahan adat .Dalam menjalankan tugasnya 
Ammatoa  dibantu oleh majelis adat yang bertugas mengurusi berbagai 
bidang. Petugas yang membantu Ammatoa  disebut Kolehai yang memiliki 
peranan masing-masing seperti yang dijelaskan Ammatoa  dalam 
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wawancara:  
  “Ruampulo annang selaku pemangku ada‟ tinggi, pada todo 
menteri ka tiap-tiap kepala dusun bansa kunre mae ri tana 
toa salapang dusun salapang todo pemangku, rie to injo 
pemangku desa Jari punna rie abbura-bura konjo 
ridesayyana oporomi mae” (wawancara tanggal 16 April 
2017 pukul 10.00) 
 
 Artinya: ―Ada 26 orang selaku pemangku adat tinggi, 
seperti menteri dalam sistem pemerintahan. Tiap-tiap kepala 
dusun seperti di Tana Towa 9 kepala dusun maka 9 pula 
pemangku adat. Ada pula pemangku adat di Desa. Jadi 
kalau ada permasalah di desa, dari desa baru dibawa ke sini 
(Amma Toa). 
 
Ammatoa  selalu melakukan musyawarah dengan pemangku-
pemangku adatnya  sebelum pengambilan keputusan dan keputusan yang 
diambil melalui musyawarah tersebut keputusannya mutlak tidak boleh 
diganggu siapapun termasuk pemerintah.  Amma Toa sebagai pelaksana, 
penjaga, pelestari, dan penerus nilai-nilai Pasang ri Kajang merupakan 
figur keteladanan bagi masyarakat. Menurut H. Mansjur Embas 
kedudukan Amma Toa lebih dominan sebagai pemimpin ke-ukhrowian. 
Kebutuhan warga komunitas yang akan memerlukan kekuatan 
supranatural, Amma Toa senantiasa terlibat dengan peranan besar 
sebagai perantara manusia dengan Tu Riek Akrakna. Urusan pemerintah 
(Pammarentata) dalam ungkapan Pasang disebutkan : 
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“Iya pammarentaya 
Angrong ammangta 
Igitte ti caddia 
Salluki ri ajoka 
Anrai-rai pammarentaya, anrai tokki 
Kala‟-kalaui pammarentaya, kalau tokki‟ 
Secara harfiah diartikan: Pemerintah adalah pemimpin yang harus 
dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada aturan dan hukum 
pemerintah.walaupun saat ini ammatoa hanya menjadi pemimpin dari segi 
kerhohanian tetapi figur ammatoa tetap menjadi figur yang sangat 
berpengaruh dalam kehidupan di wilayah adat. Selaku orang yang 
dituakan, Amma Toa berperan sebagai : 
1. Pengayom dan suri teladan bagi semua masyarakat adat Amma 
Toa. Ia menjadi pelindung (Sanro) apabila terjadi wabah 
penyakit (Bambang lantama) serta jika terjadi kekacauan.  
2. Sebagai penghubung manusia kepada Tu Riek Akra‟na dan 
juga sebaliknya. Amma Toa berkedudukan sebagai mediator 
yang bertugas menghubungkan harapan dan keinginan 
komunitas dan juga gagasan ke-Ilahian dalam harmonisasi 
mikro dan makro kosmos dipertemukan melalu A‟nganro 
(berdoa).  
3. Amma Toa sebagai katup pengaman ketegangan-ketegangan 
sosial diantara komunitas adat. Semua masalah yang bisa 
diselesaikan secara adat, tidak dilanjutkan kelembaga formal. 
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Sebaliknya kewajiban masyarakat adat seperti pembayaran 
pajak dan lain-lain kepada pemerintah negara, Amma Toa 
sebagai perantara 
4. Bertanggung jawab terhadap pelestarian Pasang. Dalam 
kedudukannya Amma Toa dibantu oleh majelis adat yang 
disebut Bali Cidong (kolega). 
 
     Dalam membantu menjalankan peran Amma Toa maka 
pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat baik, baik itu 
yang mengurusi adat langsung maupun pemangku yang mengurusi 
penyelenggaran pemerintahan. Pemangku adat yang membidangi urusan 
adat disebut ada‟ limayya dijabat oleh 5 orang sementara pemangku adat 
urusan penyelenggaraan pemerintahan disebut Karaeng tallua yang 
dijabat oleh 3 orang. Berikut penjelasannya: 
 
A.  Adat  Limayya 
 Pada awalnya Ada‟ Limayya dijabat oleh anak-anak dari Amma 
Toa pertama, begitupun setelah anak-anak Amma Toa tersebut meninggal 
jabatan ini diduduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam 
Pasang. Namun seiring berjalannya waktu Ada‟ Limayya kemudian 
diduduki oleh pemerintah setempat yaitu kepala desa baik yang yang 
berada dalam kawasan adat maupun yang berada diluar kawasan. Ada‟ 
limayya beranggotakan lima orang, yaitu: 
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1.  Galla Pantama 
Merupakan pemangku adat yang mengurusi secara 
keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai 
tempat tumbuhnya  segala  jenis  tumbuhan  merupakan  atas  
permohonan Galla Pantama dengan berbagai bentuk perjanjian 
dengan Tu Riek Akrakna. Galla Pantama juga bertugas dalam 
merancang strategi pertanian dan merencanakan situasi terbaik 
dalam bercocok tanam diwilayah adat. Saat ini Galla Pantama 
dijabat oleh Kepala Desa Possi tanah. 
     2. Galla Kajang 
Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap 
segala keperluan dan kelengkapan ritual pa‟nganro (berdo‘a) 
juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma dalam 
Pasang. Saat ini Galla Kajang dijabat oleh kepala desa tanah 
jaya. 
3. Galla Lombo‟ 
Merupakan pemangku adat yang bertanggung jawab 
terhadap segala urusan pemerintahan baik didalam maupun 
diluar wilayah adat. Galla Lombo‟ memadukan antara hukum 
adat dan hukum negara, Galla Lombo‟ juga merupakan Galla‟ 
pertama yang harus ditemui saat berkunjung kedalam kawasan 
adat. Saat ini Galla lombo‟ dijabat oleh Kepala Desa Tanah Toa. 
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4. Galla Puto 
Adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara 
Amma Toa. Galla Puto bertugas mengatasi permasalahan baik 
itu bersifat penanganan masalah, penyelesain, maupun 
pengampunan Galla Puto juga pengawas pelaksanaan Pasang 
serta bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran 
yang ditetapkan Amma Toa. 
5. Galla Malleleng 
Merupakan pemangku adat yang bertugas mengatur dan 
mengurusi persoalan perikanan, secara tidak langsung juga 
bertindak sebagai penyeimbang dalam pelestarian ekosistem 
laut. Galla Malleleng dijabat oleh Kepala Desa Lembanna. 
 
Dalam membantu tugas Ada‟ Limayya dibentuk adat pelengkap yang 
disebut Pattola ada‟, yaitu: 
1. Galla Bantalang, sebagai penjaga kelestarian hutan dan sungai pada 
areal pengambilan sangka‟ (udang) sekaligus bertanggung jawab 
dalam pengadaan udang dalam acara pa‟nganro (berdo‘a).  
2. Galla Sapa, bertugas sebagai penanggung jawab tempat tumbuhnya 
sayuran (paku) dan sekaligus pengadaan sayuran dalam acara 
Pa‟nganro.  
3. Galla Ganta‟, bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu 
Buluh sebagai bahan memasak dalam acara Pa‟nganro  
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4. Galla Anjuru bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk pauk yang 
akan digunakan pada acara Pa‟nganro seperti ikan Sahi, dan 
Tambelu.  
5. Galla Sangkala, pengurus jahe dalam acara Pa‟nganro  
6. Lompo Ada‟ berfungsi sebagai penasihat para pemangku ada‘ 
limayya dan pattola ada‘ ri tana kekea.  
7. Kamula ada‟ sebagai pembuka musyawarah dalam suatu pertemuan.  
8. Panre bertanggung jawab dalam penyediaan perlengkapan acara 
ritual.  
  
B. Karaeng Tallua  
Adalah  pemangku  adat  yang  berperan  membantu  dalam  bidang 
penyelenggaraan pemerintah dibawah garis kordinasi amma toa. Karaeng 
Tallua terdiri dari Karaeng kajang, sullehatang, dan Anak Karaeng 
(Moncong Buloa). Karaeng Tallua dalam setiap acara adat bersifat tri 
tunggal, maksudnya jika salah satu dari ketiganya sudah hadir meskipun 
dua yang lain tidak ada ditempat maka Karaeng Tallua sudah dianggap 
hadir secara keseluruhan. Berikut penjelasannya: 
1. Karaeng Kajang (Labbiriya) merupakan jabatan yang tanggung 
jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial 
kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasang dan tidak 
bertentangan dengan keputusan Amma Toa. Selain itu Karaeng 
Kajang juga mandataris Amma Toa sebagai pimpinan 
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pemerintahan dan penghubung pemerintah diluar kawasan adat. 
Karaeng Tallua atau Labbiriya dijabat oleh kepala kecamatan 
Kajang.  
2.  Sullehatang bertanggungjawab sebagai pimpinan administrasi   
pemerintahan yang menyebarkan informasi atau berita yang telah  
ditetapkan oleh Amma Toa di tanah loheya (diluar kawasan adat).  
3. Ana‟ Karaeng (Moncong Buloa) bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi jalannya 
pelaksanaan pemerintahan adat.  
 Karaeng Tallua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pattola 
 Karaeng yaitu sebagai berikut:  
1. Tutoa Sangkala mengurusi Lombok kecil dan bulo yang dipakai 
adlam acara Paknganro.  
2. Angrong Guru sebagai pembuka acara dalam diskusi adat.  
3. Pattongko sebagai penjaga batas wilayah.  
4. Loha Karaeng mantan Labbiriya. Loha Karaeng ini juga bisa 
berperan sebagai pengganti antar waktu sebelum adanya  
Labbiriya yang dilantik secara adat, hal ini diterangkan oleh A M. 
Guntur sebagai sekretaris kecamatan dalam petikan wawancara 
dengan penulis berikut ini :  
“Jadi sebelum ada yang dianggap layak oleh adat sesuai garis 
keturunan maka yang mengisi posisi tersebut (labbiriya) 
secara adat adalah keluarga dari pejabat adat yang 
sebelumnya yang memenuhi persyaratan.” (wawancara pada 
tanggal 18 April 2017 pukul 13.30) 
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5. Kadaha pembantu urusan Galla Pantama.  
6. Galla  Jojjolo‟  sebagai  penunjuk  dan  tapal  batas  kekuasaaan 
Rambang Ammatoa  dan sekaligus bertindak sebagai kedutaan 
Amma Toa terhadap wilayah yang berbatasan dimana ia 
ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang dengan Karaeng 
Bulukumpa. Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallua 
dan Pattola ri tanah loheya. 
7. Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallua dan Pattola ri 
tanah loheya.  
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STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT 
AMMATOA  KAJANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur Kelembagaan Adat Amma Toa 
AMMA TOA (BOHE AMMA) 
 
Angronta 
Labbiriya Karaeng Kajang Sulehatang Anak Karaeng 
Tambangan 
Adat Lima Ri Tanakekea 
Galla 
Pantama 
Galla 
Lombok 
Galla Puto Galla 
Kajang 
Galla 
Malleleng 
Tutoa 
Sangkala 
Adat Lima Ri Tanaloheya 
Galla 
Anjuru 
Galla 
Bantalang 
Galla   
Ganta 
Galla 
Sangkala 
Galla    
Sapa  
Tutoa 
Ganta 
Masyarakat Adat 
Ammatoa  
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4.8  Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan adat dalam Pelestarian 
lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba 
4.8.1 Peran sistem pemerintahan adat dalam pelestarian lingkungan 
hidup 
 Penyelenggaraan peraturan sendiri dimulai dengan keputusan 
Ammatoa  selaku pemimpin wilayah adat dan penghubung manusia 
dengan Tu’Rie Ara’Na atau yang maha kuasa, di dalam pasang telah 
diatur bahwa urusan pemerintahan (Pammarenta) disebutkan : 
  Iya Pammarenta 
  Anrong Ammangtai 
  Igitte tu caddia 
  Salluki ri Ajoka 
  Ammulu ri adahang 
  Angrai’ Pammarenta, angrai tongki 
  Kalau pammarentata, Kalau tokki. 
 
Artinya  pemerintah harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus 
taat pada atasan dan aturan yang berlaku. Pasang ini menandakan 
adanya hubungan sinergitas antara pemerintah dengan rakyatnya,harus 
seirama antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menjalankan roda 
pemerintahan. keberadaan hutan dan hukumannya dijelaskan dengan 
rinci Ammatoa  selaku pemimpin adat membagi hutan menjadi 3 bagian, 
yaitu: 
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I. Borong Karamaka (Hutan Keramat) 
Borong Karamaka (Hutan Keramat), yaitu kawasan hutan yang 
terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-
acara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, penanaman 
pohon, ataupun kunjungan selain pengecualian di atas, termasuk larangan 
mengganggu flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Adanya 
keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman leluhur 
(Pammantanganna singkamma Tau Riolonta), menjadikan hutan ini begitu 
dilindungi oleh masyarakatnya. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam 
sebuah pasang, yaitu 
“Talakullei nisambei kajua, Iyato’ Minjo Kaju Timboa.  
Talakullei Nitambai Nanikurangi Borong Karamaka” 
“Kasipalli Tauwa A’lamung-Lamung Ri  
Boronga, Nasaba’ Se’re Wattu La Rie’  
Tau Angngakui Bate Lamunna” 
Artinya : 
Tidak bisa diganti kayunya. Kayu itu saja yang tumbuh. Hutan 
keramat itu  tidak bisa ditambah atau dikurangi. 
Orang dilarang menanam di dalam hutan, sebab suatu waktu akan 
ada orang yang mengakui bekas tanamannya. Hutan keramat ini adalah 
hutan primer yang tidak pernah diganggu oleh komunitas Ammatoa . Jenis 
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pelanggaran berat dalam hutan keramat itu, antara lain: Ta’bang 
Kaju (menebangkayu), Rao Doang (mengambil udang),  Tatta’     
Uhe (mengambil rotan), dan Tunu Bani (membakar lebah). Ada dua jenis 
hutan adat (Borong Karama’) yang terdapat di dalam kawasan ini antara 
lain Borong Ilau’ dan Borong Iraja. Dan hanya orang - orang tertentu saja 
yang boleh memasuki kawasan hutan adat tersebut.Konon katanya, hutan 
tersebut dikelilingi mantra sakti. Oleh karena itu, barang siapa yang 
memasuki hutan tersebut dengan niat buruk maka dia akan mendapatkan 
ganjaran yang setimpal. Bahkan apabila pelakunya adalah warga adat 
Kajang Ammatoa  sendiri, maka akan disidang dan diberi sanksi sesuai 
pelanggarannya. Bisa saja orang tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk 
tinggal di kawasan adat Kajang Ammatoa sama seperti yang katakan oleh 
Galla Lombo  dalam wawancara berikut : 
 “Hutan Keramat itu tidak boleh dimasuki siapapun bahkan 
sayapun (Galla Lombo) tidak boleh asal masuk hutan keramat, 
bahkan camat hingga presidenpun tidak boleh masuk tanpa 
persetujuan ammatoa karena hutan tersebut diselimuti oleh 
Mantra yang menjaga hutan tersebut dari dalam”. (wawancara 
pada tanggal 17 April 2017 Pukul 15.00) 
Sesuai dengan ucapan Galla lombo, hutan keramat sangat 
disakralkan oleh masyarakat adat, tidak sembarang orang yang boleh 
masuk ke dalam hutan tersebut , untuk masuk ke hutan tersebut harus 
seizin Ammatoa. Di hutan tersebut menurut ammatoa, sangat banyak 
fauna dan flora yang hidup nya terjaga dan terlindungi keberadaannya 
karena tidak terganggu oleh manusia. 
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II. Borong Batasayya (Hutan Perbatasan) 
Borong Batasayya (Hutan Perbatasan) merupakan hutan yang 
diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada 
dan dengan seizin dari Ammatoa  selaku pemimpin adat. Jadi keputusan 
akhir bisa tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung 
dari Ammatoa . Kayu pun yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan 
untuk membangun sarana umum, dan bagi komunitas Ammatoa  yang 
tidak mampu membangun rumah. Selain dari tujuan itu, tidak akan 
diizinkan. 
Hanya beberapa jenis kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, 
Nyatoh dan Pangi. Jumlahnya yang diminta harus sesuai dengan 
kebutuhannya. Sehingga tidak jarang, kayu yang diminta akan dikurangi 
oleh Ammatoa . Kemudian ukuran kayunya pun ditentukan oleh Ammatoa  
sendiri. Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, 
maka pertama-tama orang yang bersangkutan wajib menanam pohon 
sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka 
penebangan pohon baru bisa dilakukan. Penebangan 1 jenis pohon, maka 
seseorang harus menanam 2 pohon yang sejenis di lokasi yang telah 
ditentukan oleh Ammatoa . Penebangan pohon itu memakai alat 
tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang habis ditebang 
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harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan 
tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di 
sekitarnya. 
Pelanggaran di dalam kawasan hutan perbatasan ini, seperti 
menebang tanpa seizin Ammatoa  atau menebang kayu lebih dari yang 
diperkenankan akan dikenai sanksi. Sanksinya dikenal dengan istilah 
“Tangnga Ba’bala’. Sanksi ini mendenda pelakunya sebesar Sagantuju 
real (8 real) atau 12 ohang, yang setara dengan Rp. 800.000,- ditambah 
dengan satu gulung kain putih. Selain itu, dikenal juga sanksi ringan 
(Cappa’ Ba’bala’), yang dikenakan atas pelanggaran ringan, seperti 
kelalaian yang menyebabkan kayu dalam kawasan hutan mengalami 
kerusakan/tumbang. Untuk pelanggaran ini dikenakan sanksi berupa 
denda sebesar Appa’ real (4 real) atau 8 ohang, setara dengan Rp. 
400.000,- ditambah satu gulung kain putih. Sanksi terakhir ini dapat juga 
dijatuhkan kepada orang yang menebang pohon dari kebun warga 
masyarakat Ammatoa , yang selanjutnya mengenai hal ini akan dijelaskan 
pada bagian di bawah ini. 
III. Borong Luara’ (Hutan Rakyat) 
Borong Luara’ (Hutan Rakyat) merupakan hutan yang bisa dikelola 
oleh masyarakat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh 
rakyat, aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini 
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masih berlaku. Tidak diperbolehkan adanya kesewenang - wenangan 
memanfaatkan hutan rakyat ini. 
Selain sanksi berupa denda, seperti yang telah dijelaskan di atas, 
juga terdapat sanksi berupa hukuman adat. Hukuman adat sangat 
mempengaruhi kelestarian hutan karena ia berupa sanksi sosial yang 
dianggap oleh komunitas Ammatoa  lebih berat dari sanksi denda yang 
diterima. Sanksi sosial itu berupa pengucilan. Dan lebih menakutkan lagi 
karena pengucilan ini akan berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai 
generasi ke tujuh (tujuh turunan). Namun sanksi ini merupakan bagian 
dari Poko’ Ba’bala’. 
Selain kepercayaanya, faktor yang berpengaruh untuk menjaga 
keseimbangan sumberdaya hutan adalah utuhnya pandangan mereka 
terhadap asal mula leluhurnya bahwa manusia berkembang dimulai dari 
Ammatoa  pertama sebagai Tomanurung dan dunia meluas dimulai dari 
hutan Tombolo (Tana Toa), dimana manusia pertama itu (Ammatoa ) 
“turun” di hutan Tombolo. Itulah keyakinan mereka terhadap leluhurnya 
yang hingga saat ini masih melekat dipikiran dan hati sanubari warga 
masyarakat Kajang. 
Sedangkan bagi masyarakat yang membutuhkan kayu di hutan, 
pertama harus disampaikan kepada Galla Puto. Kemudian, Galla Puto 
akan menyampaikan kepada Ammatoa . Setelah Ammatoa  menganalisis 
kebutuhan masyarakat, maka selanjutnya diserahkan kepada Galla 
Lombo'. Galla Lombo' bersama Galla Puto memeriksa ketersediaan kayu 
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di hutan batasannya (Boronga Batasayya). Pemanfaatan kayu hanya 
sebatas membangun rumah, bukan untuk diperdagangkan. Sebelum 
menebang satu pohon diwajibkan menanam pohon minimal dua pohon. 
Dalam, Kawasan hutan di Ammatoa  Kajang, hutan rakyat atau Borong 
Batasayya mencapai 284,22 ha dan hutan lindung adat atau Borong 
karamasaya mencapai 331,17 ha. Dalam kawasan hutan ini, masyarakat 
telah banyak memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan, antara lain 
menyadap pohon enau dan air niranya diolah menjadi gula merah. Dalam 
kawasan itu pula banyak tumbuhan pohon tarum yang biasa dipakai oleh 
ibu-ibu sebagai zat pewarna dalam membuat kain tenun hitam khas 
Kajang. Status hutan rakyat (Borong Batasaya)  oleh masyarakat dijadikan 
sebagai sumber kehidupan dalam bercocok tanam serta mengambil kayu 
untuk kayu bakar, sedangkan bila kayu ditebang untuk dipakai perkakas 
rumah, maka yang bersangkutan harus memohon kepada pemangku adat 
setempat sesuai dengan syarat yang berlaku secara turun temurun, dan 
tabu untuk dirusak (dibabat dan dibakar). 
Hutan lindung (Borong karassayya)  sama sekali tidak diganggu 
untuk dijadikan lahan bercocok tanam. Dalam satu keperluan penggunaan 
kayu untuk membangun rumah,maka yang bersangkutan harus minta izin 
pada pemangku adat. Pemangku adat kemudian memusyawarahkan 
dengan tokoh masyarakat lainnya, apakah permohonan yang 
bersangkutan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, yaitu :  
1. Pemohon belum memiliki rumah tinggal 
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2. Pemohon telah lebih dahulu menanam kayu untuk 
“keperluan hajat hidup” 
3. Pemohon tidak pernah melanggar salah satu ketentuan 
4. Pemohon sudah terbukti pernah menanam dan memelihara 
kayu sebanyak dua kali jumlah lebih banyak dari kayu yang 
akan ditebang. 
Tugas Ammatoa  dalam pelestarian hutan adat dan lingkungannya 
adalah sebagai pengawas serta pemberian tindakan serta sanksi ketika 
terjadi masalah dan pelanggaran terhadap penjagaan hutan adat ,  segala 
masalah yang bisa diselesaikan secara adat maka akan di selesaikan oleh 
Ammatoa . pelaksana tugas menjaga hutan yaitu Galla Pantama yang 
bertugas dalam bidang pertanian, Galla’ Pantama yang mengurusi sektor 
pertanian dan perkebunan. Galla lah yang bertugas membagi serta 
mengatur penggunaan lahan adat sesuai Pasang, apabila ada yang ingin 
menggunakan kayu atau mengambil madu dsbnya di dalam wilayah adat 
maka tugas Galla Pantama  lah yang menentukan dan menyetujui 
penggunaan lahan tersebut. Asalkan sesuai dengan peraturan-peraturan.   
 Adapun betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat 
berupa pencurian kayu atau penebangan pohon tersebut, maka para 
penjaga hutan atau warga masyarakat yang mengetahuinya segera 
melaporkan kejadian itu kepada Galla’ Puto, kemudian diteruskan kepada 
Ammatoa. Namun, sebelum penjaga hutan melaporkan kejadian itu 
kepada Galla Puto, akan lebih duluan diketahui oleh Ammatoa. Ini 
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menunjukkan bahwa Ammatoa mempunyai kelebihan-kelebihan atau 
kemuliaan tersendiri diantara warga masyarakat adat Kajang lainnya, 
sehingga dapat meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam 
kawasan adat tersebut  Sehubungan dengan adanya laporan kejadian 
tentang pencurian atau penebangan pohon didalam kawasan tersebut, 
maka selanjutnya Ammatoa segera memanggilnya untuk menghadap di 
meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh Ammatoa ri Kajang dan 
pemangku-pemangku adatnya untuk mempertanggung jawabkan segala 
bentuk perbuatannya. Di tempat inilah tersangka diadili dan ditentukan 
nasibnya, apakah dikenakan sanksi adat berupa denda, pengusiran 
ataukah ia dibebaskan saja dengan syarat-syarat tertentu.  
 Salah salah satu kasus yang sempat di ceritakan oleh warga 
bahwa pernah terjadi sebuah kasus yang dilakukan oleh salah seorang 
yang bernama Lekkong, umur 55 tahun, pekerjaan pagalung (petani), 
berasal dari Dusun Baraya Desa Tana Towa. Mereka ini memasuki 
Borong Battasaya kemudian menebang pohon. Perbuatannya itu diketahui 
oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada Gallak Puto, 
yang selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada Ammatoa. 
Setelah itu lelaki yang bernama Lekkong ini dipanggil menghadap 
Ammatoa untuk diadili. Dalam proses peradilannya berlangsung di rumah 
kediaman Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, kepolisian 
dan warga masyarakat lainnya. Pertanyaan Ammatoa kepada Lekkong 
hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di dalam Borong 
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Battasaya, selain itu ditanyakan kesediaannya untuk diadili oleh 
Ammatoa, atau perkaranya diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun 
dari pertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu diiyakan oleh yang 
bersangkutan untuk diadili oleh Ammatoa . Oleh karena perbuatannya 
diakui, maka kepadanya anngalle passala (didenda menurut adat). Atas 
dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan 
dikenakan sanksi berupa denda yang disebut cappa babbalak, yaitu 
sebesar Rp. 4.000.000,- atau dan satu gulung kain putih. Sedangkan 
pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan 
dibiarkan tergeletak ditempat penebangannya sampai lapuk, karena 
dikhawatirkan apabila pohon kayu tebangan dapat diambil, baik oleh 
pelaku maupun orang lain akan menimbulkan keinginan untuk berbuat 
yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi, bilamana denda dengan 
taksiran harga kayu hasil tebangan jauh berbeda. Pada umumnya pohon 
kayu yang ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, 
sehingga nilai jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda 
yang dijatuhkan oleh Ammatoa. Untuk menghindari kemungkinan yang 
demikian, maka dengan membiarkan kayu hasil tebangan tergeletak 
begitu saja di tempat penebangannya, dan diharapkan akan 
menghindarkan masyarakat mengulangi perbuatan yang sama. Setelah 
yang bersangkutan nipallangga (diberi nasehat) oleh Ammatoa agar tidak 
mengulangi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan 
pulang. Mengenai uang denda yang disebut pandingingi pakrasangang 
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(pendingin negeri), oleh Ammatoa dibagi sama rata kepada semua yang 
hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat bagian. Hanya saja 
Ammatoa sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda itu, 
kecuali denda yang berupa kain putih segulung untuk Ammatoa. 
Pembagian uang denda kepada seluruh yang hadir, dimaksudkan untuk 
menanamkan tanggung jawab kepada setiap warga masyarakat, sehingga 
secara bersama-sama menjaga hutan dari orang-orang yang bermaksud 
jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa adalah berdasarkan 
ketentuan Pasang, namun denda yang berupa uang dan kain putih 
merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah 
abborong. Selain sanksi-sanksi tersebut, masih ada hukuman tambahan 
atas pencurian kayu, berupa kewajiban untuk mengembalikan batang 
pohon curian itu (kalau sudah terlanjur diambil), dahan, ranting dan 
daunnya di simpan ke tempat pohon itu yang ditebang demikian juga 
pencurian lainnya seperti pencurian ternak, kendaraan dan lain-lain yang 
terjadi dalam kawsan adat akan diadili oleh pengadilan adat kajang  dan 
diberikan sanksi menurut pasang, berat dan ringannya sanksi itu 
ditentukan dalam pengadilan adat yang dihadiri oleh pemangku adat dan 
tokoh masyarakat. Masyarakat Ammatoa  sangat peka akan keberadaan 
lingkungan,Sebab disitulah sumber kehidupan mereka. Ketika rusak 
lingkungan maka rusak pulalah sumber kehidupan mereka. Dalam Pasang 
ri kajang disebutkan : 
  “Boronga Appa Rieki Katallassang” 
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  “Hutan mendatangkan sumber kehidupan” 
  “Boronga Akkatuhoi timbusu” 
  “Hutan mendatangkan sumber mata air” 
 
Tugas Pemerintah Kecamatan adalah sebagai penengah jika 
terjadi permasalahan yang terjadi antara masyarakat adat dengan orang 
luar serta sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah 
kabupaten bulukumba serta pemerintah pusat salah satunya dalam 
membantu penyusunan serta pembuatan perda no 9 tahun 2015 tentang 
pengukuhan masyarakat Ammatoa Kajang sebagai Camat sekaligus 
labbiriya Kajang, Andi Buyung dalam wawancara: 
 “Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten 
bulukumba menjadi Penenang dan pemberi semangat bagi 
perlindungan dan pelestarian wilayah adat Ammatoa  yang selama 
ini belum diakui keberadaanya oleh pemerintah sehingga 
menimbulkan banyak kendala-kendala dalam berbagai hal misalnya 
dalam perizinan serta wilayah-wilayah yang dianggap sakral oleh 
Ammatoa  tetapi dianggap wilayah biasa oleh pemerintah 
Indonesia. Salah satunya adalah hutan adat yang selama ini 
sempat di klaim oleh berbagai pihak sebagai hutan hak guna usaha 
tetapi setelah keberadaan peraturan daerah bulukumba nomor 9 
tahun 2015 yang pada pasal 12 dan pasal 13 menjelaskan 
keberadaan dan wilayah mana saja yang termasuk  hutan adat 
yang merupakan lahan bersama milik wilayah adat Ammatoa  yang 
berjumlah  331, 17 Ha. sehingga dikemudian hari kelak tidak 
menimbulkan berbagai masalah yang terjadi seperti yang terjadi di 
masa lampau, Kami dari dulu memang ingin menjaga keberadaan 
hutan adat melalui peraturan dari pemerintah karena yang mau 
masuk dan mengeksploitasi wilayah didalam (wilayah adat 
Ammatoa ) itu semuanya orang dari luar, jadi memang perlu ini 
peraturan diadakan ”. (wawancara tanggal 18 april 2017 pukul 
14.00) 
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 Dalam peraturan daerah No 9 Kabupaten bulukumba pasal 12  dan 
13 dijelaskan bahwa : 
      
 Pasal 12 
(1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang 
berada di wilayah MHA Ammatoa  Kajang terdiri dari 
lahan milik bersama dan lahan milik pribadi.  
 
(2) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi:   
a. hutan adat (borong lompoa);  
 
b. tanah kalompoang/gallarang;   
c. tanah Adat; dan   
d. tanah gilirang.  
 
(3) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud  
berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan 
pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah.  
 
                                    Pasal 13 
 
(1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 
(2) merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA 
Ammatoa  Kajang yang tidak boleh diubah status 
penguasaan dan pemanfaatannya.  
 
(2) Hutan adat terdiri dari Borong Lompoa/hutan besar 
dan Palleko’na Boronga’/hutan kecil.  
 
(3) Borong Lompoa mencakup seluruh sumberdaya alam 
dan sumberdaya budaya yang di dalamnya terdapat 
tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan saukang.  
 
(4) Palleko’na Boronga’ terdapat di sepuluh lokasi yaitu 
Hutan Karenglohe, Hutan Kalimbuara, Hutan 
Barombong, Hutan Pudondo’, Hutan Buki’ Madu, Hutan 
Buki’a, Hutan Sangkala Lombok, Hutan Pokkolo, Hutan 
Tamaddohong  dan Hutan Bongki.  
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Dalam pasal 12 ayat 2 dijelaskan Lahan milik bersama meliputi 
hutan adat,tanah gallarang (Tanah Galla),Tanah adat dan tanah giliran 
atau tanah rakyat yang dimiliki bersama oleh rakyat dan letaknya berada 
di hutan rakyat merupakan milik ammatoa dan penjagaan,penggunaan 
serta pelestariannya menjadi tugas bersama bagi Pemerintah adat, 
masyarakat serta Pemerintah Kabupaten bulukumba sehingga jika terjadi 
permasalahan yang menyangkut perizinan pemerintah serta pengurusan 
dan penggunaan tanah juga menjadi tugas bagi Camat kajang yang 
sekaligus Labbiriya dibantu oleh Galla Lombo’ selaku kepala desa Tana 
Toa dan adat limayya yang bertugas sebagai perwakilan ammatoa dalam 
urusan Tugas pemerintah adalah sebagai penengah dan perunding dalam 
berbagai permasalahan yang terjadi antara pihak luar atau masyarakat 
luar dengan pihak pemerintah adat seperti.Tugas pemerintah adalah 
sebagai penengah dan perunding dalam berbagai permasalahan yang 
terjadi antara pihak luar atau masyarakat luar dengan pihak pemerintah 
adat dengan Galla pantama : 
“Kalau ada urusan pemerintah seperti izin atau pengurusan 
berkas soal wilayah adat, atau permasalahan tanah,hutan adat 
yang disebabkan oleh orang luar, maka saya (Galla Lombo) 
yang berurusan sama Kecamatan dan diteruskan oleh Camat 
yang akan menyampaikan dan melanjutkan urusan ke 
pemerintah kabupaten bulukumba” (wawancara pada 17 April 
2017 pukul 15.00) 
Kebijakan pengakuan hutan adat sendiri belum cukup untuk 
melestarikan dan menjaga hutan adat wilayah adat Ammatoa , 
Pemerintah kabupaten bulukumba harus menjamin dan melindungi 
101 
 
masyarakat adat dari konflik agraria yang kelak timbul.Tugas pemerintah 
adalah sebagai penengah dan perunding dalam berbagai permasalahan 
yang terjadi antara pihak luar atau masyarakat luar dengan pihak 
pemerintah adat. Pengakuan masyarakat adat dan hak kelola kawasan 
hutan hukum adat, memang memungkinkan terjadinya kontradiksi 
nilai.Pemerintah kabupaten Bulukumba dan pemerintah wilayah adat perlu 
bersinergi bersama dalam penjagaan serta perlindungan wilayah adat 
terkhusus hutan adat yang wilayahnya sangat luas menjadikan kawasan 
ini rentan akan penyerobotan dan penebangan liar. 
4.8.2  Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dalam pelestarian 
lingkungan hidup Ammatoa Kajang 
 Sejatinya hubungan antara warga masyarakat hukum adat 
Ammatoa Kajang dengan pihak pemerintah telah terjalin dengan baik 
bahkan jauh sebelum Negara kesatuan ini lahir. Kedekatan hubungan ini 
tidak lepas dari salah satu Pasang yang senantiasa dipegang teguh oleh 
para pemangku adat dan warganya, yaitu  
 “Assallukki riajoa, anynyullukki riada’a” 
 (tunduk kepada pemerintah, taat kepada adat) 
 
sebagaimana disebutkan pada awal pendahuluan tulisan ini. Pasang 
tersebut menyiratkan bahwa Ammatoa memandang perlu untuk menjalin 
hubungan baik dengan pemerintah yang selama ini turut berperan dalam 
medukung kukuhnya eksistensi mereka dengan mengakui sekaligus turut 
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belajar dari nilai-nilai luhur yang mereka anut. Salah satu hal yang patut 
dicontoh adalah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan 
secara berkelanjutan sehingga hutan adat dan lingkungan yang berada di 
dalam kawasan tetap lestari dan alami. Merawat hutan, bagi suku 
Ammatowa Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan 
merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akra’na kepada 
leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat 
kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan 
bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari 
arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian 
hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia17 . Untuk tetap menjaga 
kelestarian hutan adat tersebut maka Pemerintah Daerah turut 
mengamankan kawasan hutan adat dengan menindaki pihak-pihak luar 
yang berupaya mengganggu ataupun menggunakan secara ilegal hasil 
hutan yang terdapat di dalam kawasan.  
 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan 
pembinaan secara bertahap di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap 
MHA Ammatowa Kajang dengan menyediakan sarana dan prasarana 
pendukung sesuai kebutuhan mereka karena agar derajat kesehatan 
warga tetap terpenuhi serta generasi pelanjutnya tidak terkungkung dalam 
suatu pandangan dan pengetahuan yang terbatas sebagai pelaksanakan 
dari amanat konstitusi untuk memberikan pemenuhan hak-hak bagi setiap 
                                                             
17 Aziz, M., 2008, Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa, Pustaka Refleksi, Makassar 
103 
 
warga negara secara adil dan merata. Namun dalam beberapa 
bidang/sektor kehidupan pemerintah membatasinya seperti infrastruktur 
jalan dan listrik disebabkan oleh adanya penolakan dari warg adat 
Ammatoa Kajang terkait dengan adanya kepercayaan untuk tidak 
menggunakan teknologi yang cenderung tidak ramah dengan alam dan 
dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan. 
 Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga 
menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaaan dalam 
hal semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa 
memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa dialami 
oleh setiap orang ataupun komunitas, tidak terkecuali kepada MHA 
Ammatoa Kajang. Kita tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur 
dalam Pasang ri Kajang yang selama ini dijalankan warga Ammatoa dan 
terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban manusia ikut tergerus 
diakibatkan oleh ‘gempuran’ kemajuan dan kebutuhan manusia modern 
yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya.  
Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki 
keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA Ammatoa Kajang 
senantiasa berupaya melakukan pembinaaan dan penerangan bagi warga 
Ammatoa untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung 
di dalam Pasang. Salah satu langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh 
Pemkab Bulukumba adalah dengan mengeluarkan kebijakan/produk 
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hukum yang diharapkan mampu tetap mengokohkan keberadaan MHA 
Ammatoa Kajang beserta hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya. Adapun kebijakan dimaksud adalah dengan 
mengajukan raperda kepada pihak DPRD Kab. Bulukumba untuk 
ditetapkan menjadi perda. Dan setelah melalui proses yang cukup 
panjang yaitu sekitar dua tahun lebih dengan melibatkan berbagai elemen 
masyarakat dan pemangku kebijakan (tokoh masyarakat, organisasi 
pemerhati adat dan lingkungan, pemangku adat beserta warga adat 
Ammatoa) raperda tersebut disetujui untuk ditetapkan dalam Lembaran 
Daerah Kab. Bulukumba dengan nama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. 
  Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2015 ini sejalan dengan 
Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan 
negara kemudian memasukan dalam kategori hutan hak. Putusan MK 
tersebut berimplikasi pada keharusan bagi pemerintah untuk segera 
menyusun kebijakan di tingkat pusat mengenai hutan adat yang 
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk memberikan pengukuhan 
dan pengakuan atas eksistensi MHA di wilayahnya. Selain itu Perda 
tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan pemda untuk 
mengukuhkan keberadaan MHA di wilayahnya melalui peraturan daerah. 
Pasca penetapan perda dimaksud, Pemda Bulukumba pun telah 
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mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan wilayah adat 
utamanya hutan negara untuk dikembalikan status dan pengelolaannya 
menjadi hutan adat sehingga MHA Ammatoa Kajang dapat mengakses 
dan mendayagunakan sekaligus merawat hutannya secara arif dan 
berkelanjutan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasang ri 
Kajang seperti dalam wawancara dengan Andi Guntur Halilintar yang 
merupakan Sekcam Kecamatan Kajang berikut :  
 “Dari dulu pihak pemerintah kabupaten sudah berusaha melindungi 
 keberadaan hutan adat serta masyarakatnya, makanya kami (pihak 
 kecamatan kajang), masyarakat adat serta tokoh masyakat 
 bersama-sama mengusulkan peraturan daerah yang saat ini sudah 
 terbit, tapi itupun masih perlu peraturan lebih dari pemerintah 
 provinsi dan pemerintah pusat karena masih rentan ini wilayah 
 adat” (wawancara pada tanggal 17 April 2017 Pukul 13.00) 
 Dari uraian diatas dapat di garis bawahi bahwa dalam upaya 
mengawal dan melindungi tetap tegaknya eksistensi MHA Ammatoa 
Kajang sepatutnya diperlukan adanya niat baik dan ketulusan dari 
berbagai kalangan yang selama ini memiliki kepedulian akan tetap 
lestarinya nilai-nilai luhur MHA Ammatoa Kajang, tanpa disusupi oleh 
misi/kepentingan lain yang pada akhirnya justru mengancam eksistensi 
dan ketentraman masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Selain itu, 
perlu pula dipahami bahwa Pemkab Bulukumba yang telah sekian lama 
mengawal keberadaan MHA Ammatoa Kajang bukan semata dilandasi 
untuk menjadikan komunitas adat ini sebagai obyek tontonan/wisata bagi 
para pelancong yang mengunjunginya ataupun menambah pendapatan 
daerah namun upaya tersebut didasari oleh pemahaman dan kesadaran 
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dari pemerintah daerah untuk menjaga dan melindungi setiap warga 
masyarakat di wilayahnya termasuk MHA Ammatoa Kajang yang berada 
di tempat terpencil namun memiliki ‘permata kebijakan’ yang sangat 
berguna bagi peradaban manusia dan lingkungan/alam ini. 
 
4.9  Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan sistem 
pemerintahan desa adat dalam melestarikan lingkungan  
 Berdasarkan dari uraian diatas mengenai penyelenggaraan sistem 
pemerintahan sebagai syarat dalam terlaksananya pelaksanaan peraturan 
pelestarian lingkungan yang dilaksanakan di wilayah adat ammatoa tidak 
terlepas dari berbagai factor yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem 
pemerintahan desa adat dalam melestarikan lingkungan yang terlepas 
dari keberadaan factor pendukung dan factor pemnghambat.  
 Faktor pendukung tersebut antara lain Keberadaan peraturan yang 
ada sejak turun temurun yaitu Pasang Ri Kajang serta adanya Sanksi dan 
keberadaan ammatoa yang sangat dituruti segala perkataannya sebagai 
ketua adat serta peran pemerintah kecamatan yang membantu 
terlaksananya peraturan penyelenggaraan pemerintahan adat. 
 Selain Faktor pendukung jelas ada Faktor Penghambat 
pelaksanaan peraturan tersebut. Tantangan meliputi Pengaruh 
modernisasi  yang mengikis keberadaan wilayah adat serta adanya 
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hambatan kondisi sosial masyarakat adat yang mulai terpengaruh dengan 
modernisasi .Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut : 
4.9.1   Faktor Pendukung 
4.9.1.1 Keberadaan Pasang  
 Keberadaan Pasang merupakan aturan yang kuat dalam 
perlindungan hutan adat yang secara jelas dipatuhi keberadaannya oleh 
masyarakat. Kepercayaan terhadap sakralnya hutan yang ada di dalam 
kawasan adat itulah yang kemudian berpenetrasi ke dalam sistem sosial 
mereka. Pasang  sendiri  tidak dituliskan, melainkan dihafalkan atau 
dilisankan dan dipahami sebagai bentuk transendesi nirmateril yang hakiki 
oleh komunitas adat Ammatoa. Pasang melahirkan aturan normatif yang 
setelah diturunkan menjadi Lontara’ atau Sure’ yang dituliskan. Baik 
Lontara maupun Sure’ telah ditransformasi menjadi norma hukum yang 
kadarnya lebih rendah dari Pasang. 18  Untuk konteks sekarang, aturan 
normatif sebagaimana dituliskan dalam Lontara’ sepadan posisinya 
dengan undang-undang. Dengan demikin secara logika, Pasang 
sebenarnnya berposisi lebih tinggi dalam aturan adat. Keyakinan tersebut 
mengatur pola tindakan dan perlakuan masyarakat terhadap lingkungan 
hidupnya (khususnya hutan) sebagai suatu norma yang harus mereka 
taati. Dalam pasang dijelaskan larangan dalam merusak hutan berikut 
beberapa pasang tersebut : 
                                                             
18 http://sintalarasunm.blogspot.co.id/2012/04/kearifan-lokal-budaya-kajang-
ammatoa.html 
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A. Nipanjari inne linoa lollong bonena, lani pakkegunai risikonjo 
tummantanga ribahonna linoa.Mingka u’rangi toi ampallarroi 
linoa rikau tala rie’ lana pangngu’rangiang. 
 
 Artinya dijadikan bumi ini beserta isinya untuk dimanfaatkan 
oleh manusia. Tetapi perlu diingat apabila bumi marah 
kepada  engkau, tidak ada yang dapat mencegahnya  
Pasang ini mengandung makna bahwa manusia dilarang 
mengeksploitasi alam secara berlebihan, sebab dapat 
menimbulkan bencana bagi manusia. Apabila alam murka, 
tidak dapat dicegah atau dihindari.  
 
b.      Nikasipalliangngi ammanra’-manraki borong  
 
Artinya, dipantangkan merusak hutan.  
Pasang ini bersifat anjuran untuk pelestarian alam, dan 
jangan merusak hutan.  
 
c.       Ako annatta’uhe, attuha kaloro.  
  
Artinya, jangan memotong rotan dan meracuni sungai. Ini 
merupakan anjuran yang berkaitan dengan pelestarian hutan 
dan lingkungan hidup serta menjaga ekosistem alam.  Materi 
atau butir Pasang tersebut diatas, hanya sebagian kecil dari 
keseluruhan ajaran yang dipedomani komunitas adat 
Ammatoa. 
 
Pasang sendiri keberadaannya sudah sangat tua dan sejak dahulu 
menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, pasang berisi pesan yang 
secara turun-temurun di jalankan oleh masyarakat adat, pasang secara 
keseluruhan mengandung pemahaman yang digunakan dalam berbagai 
hal dijelaskan bahwa Pasang ri Kajang ialah suatu sumber nilai / budaya 
yang berisi tuntunan hidup komunitas adat Ammatoa. Tuntunan hidup itu 
menyangkut semua aspek kehidupan dalam komunitasnya, yaitu sistem 
reiligi, masalah sosial termasuk hubungan manusia dengan 
Iingkungannya. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Puto Lombo ketika 
ditemui dirumahnya dalam wawancara berikut :  
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“Pasang ri kajang berisi ratusan pasal teks lisan berupa sumber 
nilai dan pesan leluhur. Dari sekian banyak pasal tersebut, ada 
sekitar 20-an pasal diantaranya berisi tentang sistem pengelolaan 
Iingkungan. Walaupun butir Pasang tersebut hanya berupa pesan 
lisan namun dapat disebut sebagai suatu kearifan lingkungan. Di 
dalam Pasang tercakup aturan untuk menjaga keseimbangan 
hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya dan aturan 
tesebut ditaati sejak leluhur mereka”. (wawancara pada 17 April 
2017 pukul 15.00) 
Pasang Ri Kajang yang berkaitan dengan sistem pengelolaan 
lingkungan ditaati oleh komunitas Ammatoa Kajang secara sadar dan 
ikhlas. Ketaatan pada ajaran Pasang dalam pemeliharaan lingkungan 
(hutan) selama ratusan tahun, hal itu berkaitan dengan fungsi hutan. Bagi 
masyarakat adat Ammatoa Kajang, hutan adalah merupakan bagian yang 
tidak bisa dipisahkan dalam melangsungkan kehidupan mereka. Itu 
sebabnya maka penganut kepercayaan patuntung ini menganggap hutan 
menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. 
Sesuai ajaran leluhur mereka, konsep pengelolaan hutan 
disamping terkait dengan kebutuhan sehari - hari, hutan juga memiliki nilai 
ritual. Ada beberapa fungsi hutan sesuai konsep pengelolaan hutan bagi 
orang Kajang, sebagai berikut: 
1.      Untuk menjaga potensi keaneka ragaman hayati seperti kayu dan hasil-
hasil hutan bukan kayu. Seperti rotan, madu dan berbagai jenis tanaman 
lainnya serta beberapa jenis satwa. 
2.      Untuk mengatur tata air dan mengatur turunnya hujan. Dengan 
terpeliharanya hutan, air hujan yang turun sebagian diserap ke dalam 
tanah yang menimbulkan mata air. 
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3.      Untuk fungsi ritual. Ada tiga upacara ritual dan sakral yang dilaksanakan 
di dalam borong karamaka (hutan keramat) yaitu : 
 a) upacara pelantikan Ammatoa,  
 b) upacara attunu passau (upacara kutukan bagi pelanggar adat), dan  
 c) Upacara apparuntuk paknganro. 
 
4.9.1.2 Peran Ammatoa dalam pelestarian lingkungan adat 
 Ammatoa  disini berperan sebagai pengingat serta pengayom dan 
penegak ajaran Pasang Ri kajang  amma nasihatnya di dengar, dan 
perbuatannya ditiru seperti yang amma jelaskan :  
Ako Kalanggere’ – Langngere’, ako kaitte-itte, ako katappa’-tappa 
rikarambu lalang, asu timuang, ako tappaki 
Artinya :  
Jangan (Mudah) Percaya dan terpengaruh pada orang luar sebelum 
ke saya (amma). (wawancara tanggal 16 April 2017 pukul 10.00) 
 
Maksudnya kata-kata Ammatoa sangat didengarkan oleh seluruh 
masyarakat adat karena Ammatoa merupakan pelindung utama dalam 
pelestarian hutan adat maka Sejauh mana ekosistem hutan di wilayah 
adat Ammatoa  mengalami perubahan, ammatoa juga merupakan katup 
pengaman ketegangan antar social didalam wilayah adat. segala 
permasalahan yang terjadi di wilayah adat haruslah diketahui dan 
diberitahukan kepada ammatoa, terkadang sebelum berita permasalahan 
disampaikan kepada ammatoa, ammatoa telah mengetahuinya lebih 
dahulu. Ammatoa dianggap memiliki kekuatan yang melindungi wilayah 
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adat sehingga segala perkataan ammatoa menjadi kewajiban bagi 
masyarakat adat. keberadaan dan kelestarian hutan adat sangat 
tergantung pada sejauh mana proses perubahan yang terjadi pada 
kepercayaan masyarakat Ammatoa  itu sendiri. Kepemimpinan ammatoa 
sangat berpengaruh dalam pelestarian hutan dan wilayah adat ammatoa. 
Ammatoa menjunjung tinggi keteguhan, kejujuran dan tegas serta sabar 
dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan serta tidak 
menyalahgunakan kekkuasaan seperti yang terkandung dalam Pasang 
berikut : 
A. Bola-bola pa’lettekang, baju-baju pasampeang, petta 
kalennu kamaseang kolantu’nu, naiya kala’biranga a’lele 
cera’ minto’i.  
 
Artinya “ Rumah-rumah dapat dipindahkan, baju-baju 
dapat ditanggalkan, jaga dirimu kasihani lututmu, yang 
dikatakan kekuasaan mengalir bagai darah. 
 
Artinya : Pasang ini memberikan peringatan kepada 
pemimpin, bahwa kekuasaan itu tidak selamanya dimiliki. 
Kekuasaan itu akan berpindah seperti darah yang 
mengalir dalam tubuh. Ini merupakan anjuran kepada 
pemegang kekuasaan agar selalu melaksanakan amanah.  
b.      Lambusu’nuji nukaraeng, gattannuji nu ada’, sa’bara’nuji nu 
guru, pisonanuji nu sanro.  
 
Artinya, karena jujur engkau menjadi pemerintah, karena 
tegas engkau menjadi adat, karena sabar engkau menjadi 
guru, karena pasrah engkau menjadi dukun.  Pasang ini 
bermakna bahwa seseorang yang memegang jabatan harus 
memiliki sifat, yaitu jujur, tegas, sabar, dan pasrah. 
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 Berlandaskan kejujuran Ammatoa memimpin dengan kearifan dan 
melindungi segala masyarakat adat serta menjadi Pengayom, suri 
tauladan serta  penghubung antara Manusia dengan Turiek’  Akrana.  
Ketika terjadi masalah maka ammatoa sebagai ketua adat haruslah 
yang lebih dahulu mengetahui permasalahan dan segala permasalahan 
yang terjadi di wilayah adat harus diselesaikan oleh ammatoa bersama 
dengan pemerintah lembaga adat dan dirundingkan dengan pemerintah 
kecamatan dan penyelesaiannya dilakukan sesuai sanksi adat 
kemudian jika pelanggar peraturan tersebut dari luar wilayah adat maka 
diselesaikan secara hukum yang berlaku diwilayah indonesia.  
4.9.1.3 Sanksi  
  Sanksi bagi perusak hutan dan alam wilayah adat yaitu denda 
berat (Poko Babbala) adalah hukuman berat, dendanya 12 real atau Rp 
12 juta. , jika tidak dibayarkan maka hukuman tertinggi adalah pengusiran 
dari kampung halaman terhadap satu garis keturunan.yang kedua Tangga 
babbala adalah hukuman sedang, dendanya Rp 8 juta.  untuk pencurian 
di luar kawasan adat, pemukulan, pencabulan, dan pemotongan kayu 
tanpa izin di borong batasayah (Hutan Batas). Yang paling ringan yaitu 
cappa babbala, tangga babbala, dan pokok babbala. Cappa babbala 
adalah hukuman ringan. Denda bagi pelaku pelanggaran jenis ini Rp 6 
juta. “Contohnya membuat perempuan tersinggung, penipuan, dan lain-
lain. Sedangkan bagi pelaku yang tidak diketahui identitasnya, ada sejenis 
hukuman yang dilakukan oleh masyarakat adat, yang disebut Tunu Pasau 
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dan tunu Panru (Bakar linggis), dimana linggis itu dibakar kemudian 
ditunggu sampai memanas dan hingga menjadi seputih kapas. Dalam 
keadaan membara seperti kapas, warga yang dicurigai melakukan 
pengrusakan hutan diminta untuk memegang linggis yang mendidih. 
Bilamana yang bersangkutan bukan pelakunya, maka linggis tersebut 
tidak akan membakar tangan, dan apinya tidak akan terasa panas 
ditangan, tetapi bila betul ia melakukan pengrusakan hutan ketika 
memegang lnggis tangannya akan langsung terbakar. Maka saat itu 
diketahuilah pelakunya. Kalaupun pelakunya kabur dan tidak ikut dalam 
bakar linggis sanksinya akan lebih fatal lagi, yakni perutnya membesar.  
 Bagi pelaku kejahatan berat, seperti perampokan (Rappa), 
pembakaran rumah, atau selingkuh bagi wanita yang bersuami 
(Panggadi), residivis atau berulang kali melanggar aturan adat berat. 
Mereka dikenakan hukuman, tidak diperbolehkan lagi tinggal didalam 
kawasan adat Ammatoa , dan segala keperluannya yang berhubungan 
dengan adat tidak dilayani. Mereka juga dicap oleh masyarakat adat 
sebagai Nai’I na turik, Rahai Na Lampa Bangngi  (Dianggap monyet dan 
babi). Masyarakat adat sangat menjaga keberadaan hutan karena ketika 
melanggar hutan bukan saja mereka terkena sanksi tetapi juga takut 
kehilangan sumber kehidupan dimasa depan. Sesuai dengan wawancara 
dengan Galla Pantama yang merupakan pemangku adat yang mengurusi 
secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan yang mengatakan 
bahwa:  
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 “Hutan itu kawasan adat yang keberadaannya paling sakral dan 
sangat dijaga oleh masyarakat adat, Kami disini sangat patuh 
terhadap peraturan di dalam, karena hukumannya sangat keras 
tidak ada orang didalam yang berani merusak hutan,hutan di 
Kajang pada dasarnya telah diselubungi dengan kekuatan gaib 
yang diistilahkan sebagai passau, atau telungkup gaib yang 
menaungi seluruh hutan. Para galla, yang tersebar di segala 
penjuru angin diakui turut menjaga hutan dari adanya penyusup. 
Terkait sanksi, ketika seseorang melanggar dan tidak mau 
membayar denda atas pelanggaran itu atau malah lari ke tempat 
lain, maka sanksi itu akan melekat pada seluruh keturunanya 
hingga tujuh turunan. Contoh pelanggaran paling parah pernah 
dilakukan oleh oknum Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan 
Dinas Kehutanan Bulukumba, dimana mereka melakukan 
penebangan di kawasan yang diklaim Ammatoa  masih 
merupakan wilayah hutan kajang, seluas 174 hektar. Alasannya, 
penebangan ini dilakukan karena dianggap sebagai hutan 
cadangan. Dari hasil rapat adat diputuskan pemberian sanksi 
berupa penanaman kembali atas hutan yang telah mereka 
tebang” (Wawancara Tanggal 18 April 2017 Pukul 19.00) 
 
 Sanksi yang ketat menjadi penangkal bagi pelaku perusak dan 
pengganggu wilayah adat, tapi keberadaan sanksi yang dibuat oleh 
ammatoa dan masyarakat adat tidak akan efektif bila tidak ada kerjasama 
dari pemerintah kabupaten bulukumba serta perlindungan dan kerjasama 
serta sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah kabupaten 
bulukumba. 
4.9.2 Faktor Penghambat 
4.9.2.1  Pengaruh  Modernisasi dari luar 
 Tantangan terbesar yang dihadapi adalah desakan dari luar, yang 
terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi kawasan adat 
dengan alasan pariwisata serta penggunaan hutan adat sebagai wilayah 
produksi. Ammatoa  sendiri selama ini tetap teguh pada penolakan atas 
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berbagai bujuk rayu ini. Pertentangan terkadang terjadi ketika pemerintah 
daerah mencoba memaksakan kehendaknya melalui Kepala Desa Tana 
Toa yang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran Ammatoa . Sebuah 
pembangunan replika rumah adat Kajang di luar kawasan sebagai contoh. 
Pembangunan rumah adat ini sejak awal sudah ditolak Ammatoa  karena 
desain dan bahan yang digunakan jauh dari gambaran rumah adat yang 
sesungguhnya, termasuk jenis kayu yang digunakan. Masalah lain ketika 
rumah adat ini juga akan memasukkan listrik, sesuatu yang masih sangat 
ditentang oleh Ammatoa . 
 Terkait pengelolaan hutan, masalah dan tantangan ke depan 
memiliki potensi yang besar. Perbedaan klaim luas kawasan antara 
pemerintah dan Ammatoa  sebagai bukti bahwa pemerintah belum 
sepenuhnya menghargai keberadaan aturan adat yang berlaku di 
kawasan adat Ammatoa . Apalagi selama ini selalu ada upaya-upaya 
penanaman dilakukan dalam kawasan, yang selalu ditentang oleh 
Ammatoa . Pengaruh dari luar, baik secara langsung ataupun tidak pasti 
akan tetap dirasakan oleh komunitas Kajang ini. Apalagi migrasi warga 
dari dalam ke luar kawasan kadang terjadi dengan berbagai alasan, 
misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun alasan 
pendidikan. Pendidikan sendiri dulunya sangat ditolak di Kajang, meski 
kemudian hari hal ini dapat ditolerir. Sejumlah warga yang dulunya tinggal 
di alam kawasan kini banyak yang menempuh pendidikan tinggi di 
Makassar dan bahkan di Pulau Jawa.  
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 Arus migrasi besar-besaran warga Kajang Dalam ke luar dari 
kawasan sebenarnya terjadi pada era tahun 1970-an. Terbatasnya lahan 
yang bisa diolah di dalam kawasan membuat sebagian warga mulai ke 
luar kawasan, meski tetap berada di wilayah pengaruh Ammatoa  Kajang. 
Mereka kemudian membuka lahan untuk perkebunan dan persawahan, 
yang menyebar sepanjang wilayah Kajang hingga Tanete. Mereka pun 
mulai membangun kawasan pemukiman, meskipun tetap tidak 
memutuskan hubungan dengan identitas mereka sebagai warga Kajang 
Dalam, ada banyak keluarga yang memutuskan keluar dari wilayah adat 
tetapi tetap berhubungan dengan sisa keluarganya yang masih berada di 
dalam lingkungan adat. hal ini dibenarkan oleh Galla lombo yang juga 
sebagai kepala Desa Tana Toa daerah yang berbatasan langsung dengan 
Wilayah adat Ammatoa dalam Kutipan wawancara  berikut :  
  “Kami disini tidak melarang adanya orang dari dalam wilayah 
untuk pindah keluar asal sesuai dengan izin Ammatoa dan 
ketika diluar mengikuti peraturan-peraturan Pemerintah 
Kecamatan Kajang dan tidak menimbulkan masalah ketika 
keluar, ammatoa sendiri tidak melarang orang untuk pindah ke 
luar wilayah adat asal tidak berbuat kejahatan dan tetap 
berbuat baik ketika berada di luar wilayah adat”.(wawancara 
pada 17 April 2017 Pukul 15.00). 
 Ammatoa secara jelas tidak melarang warganya yang ingin keluar 
dari wilayah adat dan hidup dengan modernitas karena kehidupan di 
wilayah adat berlandaskan pada Prinsip Kamase-Mase yang 
berlandaskan akan keikhlasan dan dilakukan dengan hati yang tulus oleh 
masyarakat yang hidup dalam wilayah adat ammatoa.  
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 Sejak dahulu Wilayah ammatoa tetap aman dan tidak terganggu 
dengan adanya modernitas dan tetap berpegang teguh dengan peraturan 
adatnya. Masalah kemudian muncul ketika di era 1980-an munculnya 
perusahaan swasta, PT Lonsum, yang didukung pemerintah, melakukan 
pengkaplingan lahan, yang menyebabkan hilangnya sebagian lahan 
warga dan sempat menyebabkan konflik pada tahun 2004, kasus ini 
sendiri disebabkan oleh perebutan lahan antara pihak lonsum dan pihak 
ammatoa dan masyarakat luar wilayah adat yang saat ini masih 
menimbulkan sisa-sisa permasalahan yang belum selesai seutuhnya. 
Saat ini desakan dari luar tetap ingin masuk ke wilayah adat dengan 
iming-iming modernitas. 
 4.9.2.2 Kondisi sosial masyarakat 
 Perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan, termasuk pada 
pola ekonomi dan konsumsi adalah hal yang tak terelakkan. Jika sebagian 
besar warga kajang dulunya adalah petani dan pekebun, maka perlahan 
kini ada yang keluar menjadi tenaga buruh di tempat lain. Pola konsumsi 
pun dalam beberapa dekade terakhir juga mengalami perubahan yang 
cukup mencolok. Ada waktu di masa lalu mereka hanya mengkonsumsi 
makanan dari sagu dan nasi jagung, yaitu ketika mereka menghadapi 
masa panceklik akibat tekanan dari penjajahan Belanda yang kemudian 
dilanjutkan dengan DI/TII. Kini warga Kajang mengkonsumsi nasi dari 
hasil sawah yang dipanen dua kali setahun. Jenis-jenis makanan produk 
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modern juga mulai dikonsumsi, seperti mie-mie instan, yang kini banyak di 
luar kawasan. Masyarakat Wilayah adat terkhusus kaum muda wilayah 
adat mulai tak asing dengan produk modernisasi yang ada diluar dan 
dijual hanya 5 meter dari Pintu masuk kawasan adat, ketika diwawancarai 
ada yang beralasan bahwa tidak apa-apa menggunakan bahan-bahan 
dari luar seperti detergen dan mie instan yang memudahkan mereka 
dalam hidup di wilayah adat bahkan beberapa dari mereka memiliki motor 
dengan alasan memudahkan mereka untuk hidup diluar wilayah adat.  
secara tidak langsung dari hasil  wawancara diatas dapat disimpulkan 
saat ini kaum muda ammatoa paling rentan akan modernisasi dan sudah 
terjadi pergeseran pemahaman akan fungsi pasang dan hidup kamase-
mase yang sebenarnya.  
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BAB V 
     Penutup 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan 
maka pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 
hasil penelitian sebagai berikut :  
5.1 Kesimpulan  
1. Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat 
Ammatoa  dengan menggunakan Pasang ri Kajang sebagai 
hukum adat atau pedoman dan peraturan masih efektif dalam 
melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup 
Peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, 
dan diperkuat peraturan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Pengukuhan,  
Pengakuan  Hak,  Dan Perlindungan Hak yang memperkuat 
perlindungan wilayah adat.  
2. Faktor pendukung dari pelaksanaan peraturan dalam 
perlindungan lingkungan hidup Ammatoa adalah peraturan adat 
serta Pasang ri kajang yang menjadi pedoman serta 
keberadaan Ammatoa  sebagai ketua lembaga adat yang 
ucapannya sangat dipatuhi oleh masyarakat adat serta adanya 
sanksi yang sangat berat bagi perusak hutan dan lingkungan 
hidup hutan adat . Faktor penghambat dari pelaksanaan 
peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa  
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yaitu adalah desakan dari pihak luar yang mulai masuk dengan 
membawa modernitas dan perubahan sosial yang mulai 
menggerus masyarakat adat Ammatoa . 
 
5.2 Saran 
1.   Ketegasan pemangku adat Ammatoa  diperlukan dalam 
menjaga keberlangsungan dan keberadaan lingkungan 
hidup Ammatoa ,  adat limayya terkhusus yang berfokus 
pada lingkungan  hidup yaitu Galla Pantama, Galla Lombo, 
Galla Puto perlu lebih tegas dalam  melaksanakan  dan  
menerapkan pasang dalam menjaga kelestarian lingkungan 
hidup.Selain itu Transformasi nilai dan ilmu pengetahuan 
mengenai perlindungan  serta pengelolaan lingkungan 
hidup  yang benar harus diberikan pada kaum  muda 
Ammatoa  yang kelak akan jadi pelopor dalam 
perlindungan dan pelestarian hutan adat Ammatoa .  
2.   Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memberi 
perhatian lebih terhadap hutan dan lingkungan Ammatoa  
yang merupakan paru-paru hijau kabupaten bulukumba 
dengan merancang peraturan  khusus yang mengakomodir  
dan cocok untuk menjaga Hutan adat Ammatoa . Karena 
peraturan yang diterapkan di dalam Pasang ri Kajang saja 
tidak akan cukup dalam melindugi Wilayah adat Ammatoa  
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dari serangan dari luar  dan gerusan modernisasi. 
Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus mengusahakan 
Wilayah adat Ammatoa  agar terbentuk menjadi desa adat 
yang mendiri yang sejak dulu diharapkan oleh masyarakat 
adat Ammatoa  agar masyarakat adat dapat mengurus 
sendiri urusan pemerintahan tanpa mengubah adat dan 
peraturan yang telah ada sejak sebelum Indonesia 
merdeka serta mengusulkan keberadaan masyarakat adat 
menjadi situs kebudayaan Indonesia serta dunia yang 
harus dilindungi tetapi tanpa mengubah kesakralan dan  
nilai –nilai lokal yang dianut Masyarakat adat Ammatoa  
dari dulu 
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Lampiran 1. Surat Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 
 
 
127 
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BUPATI BULUKUMBA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR 9 TAHUN 2015 
 
TENTANG 
 
PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK 
 
MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI BULUKUMBA, 
 
      Menimbang : a. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa 
Kajang yang masih hidup dan menempati 
wilayah tertentu perlu pengaturan berupa 
pengukuhan, pengakuan hak, dan 
perlindungan hak sebagai salah satu upaya 
yang harus dilakukan dalam rangka 
melaksanakan amanat Konstitusi dan 
pemenuhan hak asasi manusia yang sangat 
diperlukan untuk pengembangan kehidupan 
dan keberadaannya secara utuh sebagai satu 
kelompok masyarakat; 
b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa 
kajang memiliki Pasang ri Kajang yang 
merupakan sumber nilai yang mengatur 
seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum 
Adat Ammatoa Kajang;  
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c. bahwa  sebagai  pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  41   
Tahun  1999  tentang  Kehutanan   dan  
Undang-Undang  
 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pemerintah kabupaten memiliki 
kewenangan untuk mengukuhkan, 
mengakui, dan melindungi keberadaan dan 
hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya 
melalui peraturan daerah;  
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan 
Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat 
Hukum Adat Ammatoa Kajang;  
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang  Nomor  1  
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 
 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846);  
 
130 
 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  
 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN 
BULUKUMBA dan 
 
BUPATI BULUKUMBA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUKUHAN, 
PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK 
MASYARAKAT  HUKUM  ADAT AMMATOA  
KAJANG . 
 
 
 
BAB I 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.  
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.   
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.   
131 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah   
Lembaga   Perwakilan   Rakyat   Daerah   sebagai   unsur   
penyelenggara   
Pemerintahan Daerah.  
 
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA 
adalah sekelompok orang yang secara turun temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu di   
Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul 
leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber 
daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan 
hukum adat di wilayah adatnya.  
 
6. MHA Ammatoa Kajang adalah sekelompok orang yang secara 
turun-temurun bermukim di Ilalang Embayya’ dan sebagian 
bermukim di   
Ipantarang Embayya’  yang melaksanakan Pasang ri Kajang.  
 
7. Pasang ri Kajang untuk selanjutnya disebut Pasang adalah 
sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA 
Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah 
sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan 
pelestarian hutan.  
 
8. Ammatoa adalah orang yang menjadi simbol tatanan 
masyarakat adat Kajang yang ditetapkan oleh MHA Ammatoa 
Kajang sebagai pemangku adat tertinggi masyarakat adat 
Ammatoa Kajang dan bertempat tinggal di ilalang embaya 
Desa Tana Toa Kecamatan Kajang.  
 
9. Pengukuhan adalah penetapan atau pengesahan bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD atas keberadaan MHA 
Ammatoa Kajang.  
 
10. Pengakuan hak MHA adalah pernyataan tertulis atas 
keberadaan MHA Ammatoa Kajang beserta hak-haknya yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah.  
 
11. Perlindungan hak MHA adalah suatu bentuk pelayanan yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA Ammatoa 
Kajang dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar 
dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok 
masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan 
diskriminasi dan kekerasan.  
 
12. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk 
mengatur kehidupan bersama MHA Ammatoa Kajang.  
 
13. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat 
MHA Ammatoa Kajang.  
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14. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan 
berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat 
adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai 
permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang 
berlaku.  
 
15. Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan 
berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, 
yang   
bersumber d a r i sistem sosial dan budaya mereka, 
khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan 
sumber daya alam. 
 
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan 
budaya dengan batas-batas tertentu yang 
dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan 
adat.  
 
17. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, 
pandangan-padangan yang bersifat bijaksana, penuh 
kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam 
satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota 
masyarakat adat yang bersangkutan.  
 
18. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang 
atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat 
adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun 
forum-forum penyelesaian sengketa.  
 
19. Tim Penanganan sengketa adalah adalah Tim yang dibentuk 
untuk menyelesaikan sengketa antara MHA Ammatoa Kajang 
dengan pihak luar/pihak lain.  
 
BAB II 
 
PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN 
PERLINDUNGAN HAK 
 
Pasal 2 
 
Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
memberikan Pengukuhan, Pengakuan hak, dan perlindungan hak 
MHA Ammatoa Kajang. 
 
 
Pasal 3 
 
MHA Ammatoa Kajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur 
adanya: 
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a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam 
kelompok;  
 
b. pranata pemerintahan adat;  
 
c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan  
 
d. Perangkat norma hukum adat.  
 
 
BAB III 
 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 
Pasal 4 
 
Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA 
Ammmatoa Kajang dilaksanakan berdasarkan asas: 
 
a. partisipasi;  
 
b. keadilan;  
 
c. transparansi;  
 
d. kesetaraan;  
 
e. kepentingan umum;  
 
f. keselarasan; dan  
 
g. keberlanjutan lingkungan.  
 
 
Pasal 5 
 
Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA 
Ammatoa Kajang bertujuan untuk: 
 
a. menjamin d a n m e m a s t i k a n terlaksananya 
penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan 
MHA Ammatoa Kajang dan hak-haknya yang telah diakui 
dan dilindungi secara hukum; 
 
b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam 
memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA 
Ammatoa Kajang;  
 
c. memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Ammatoa 
Kajang, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang 
sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan 
diskriminasi;  
 
d. memberikan perlindungan terhadap hak MHA Ammatoa 
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Kajang di Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan  pembangunan; dan  
e. memberikan   kepastian   terlaksananya   tanggungjawab   
Pemerintah  
 
Kabupaten Bulukumba di bidang penghormatan, 
pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA 
Ammatoa Kajang dan hak-haknya.  
 
 
Pasal 6 
 
Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi: 
 
a. kedudukan;  
 
b. hak;  
 
c. kelembagaan;  
 
d. wilayah adat;  
 
e. penanganan sengketa eksterna l ; dan  
 
f. tugas dan kewenangan.  
 
 
 
BAB IV 
 
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA 
KAJANG 
 
Pasal 7 
 
(1) MHA A m m a t o a K a j a n g berkedudukan sebagai subjek 
hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-
usul. 
 
(2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), MHA Ammatoa Kajang memiliki 
kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum 
berkaitan dengan hak mereka. 
 
 
Pasal 8 
 
Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa 
Kajang berhak untuk: 
 
a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga MHA 
Ammatoa Kajang dengan lingkungannya; 
 
135 
 
b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan 
hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;  
 
c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara 
warga masyarakat adat dengan memperhatikan 
keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi 
penerima manfaat; dan  
 
d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, 
tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.  
 
 
BAB V 
 
KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA 
KAJANG 
 
Pasal 9 
 
(1) Kelembagaan MHA Ammatoa Kajang 
terdiri dari: a. Ammatoa; 
b. Anrongta Baku’ Toaya dan Anrongta Baku’ Loloa;  
 
c. Ada’ lima ri Tanakekea, terdiri dari: Galla Pantama, Galla 
Lombo’ , Galla Malleleng, Galla Kajang, dan Galla Puto;  
 
d. Ada’ lima ri Tanalohea, terdiri dari: Galla Ganta’, Galla 
Sangkala, Galla Sapa’, Galla Bantalang dan Galla 
Anjuru’;  
 
e. Karaeng Tallua, terdiri dari: Labbiria, Sulehatang dan Ana’ 
Karaeng Tambangan/ Moncongbuloa;  
 
f. Tutoa Sangkala;  
 
g. Tutoa Ganta;  
 
h. Galla’ Jojjolo (Ada’ balibutta);  
 
i. Galla’ Pattongko (Ada’ balibutta);  
 
j. Kali Kajang;  
 
k. Kadaha’;  
 
l. Lompo Karaeng;  
 
m. Lompo Ada’;  
 
n. Sanro Kajang; dan  
 
o. Anrong Guru.  
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(2) Tugas dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah berdasarkan Pasang.  
 
 
 
 
BAB VI 
 
WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA 
KAJANG 
 
Pasal 10 
 
(1) Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah Ilalang 
Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya 
atau Rambang Luara.  
 
(2) Ilalang Embayya atau Rambang Seppang sebagaimana 
dimaksud pada ayat  
 
(1) merupakan wilayah adat dimana Pasang dilaksanakan 
dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga 
masyarakat yang bermukim di dalamnya.  
 
(3) Ipantarang Embayya  atau Rambang Luara sebagaimana 
dimaksud pada ayat  
 
(1) merupakan wilayah adat dimana sebagian besar warga 
masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh 
melaksanakan Pasang.  
 
(4) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 
dalam wilayah  
 Administratif kecamatan Herlang sebagaimana tergambar 
pada peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. 
 (5) Ilalang Embayya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini . 
 
BAB VII  
SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN 
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Pasal 11 
 
(1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah MHA 
Ammatoa Kajang ditetapkan berdasarkan Pasang.  
 
(2) Pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
kekayaan budaya MHA Ammatoa Kajang.  
 
Pasal 12 
 
(4) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berada di 
wilayah MHA Ammatoa Kajang terdiri dari lahan milik bersama 
dan lahan milik pribadi.  
 
(5) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan tataguna lahannya meliputi:   
a. hutan adat (borong lompoa);  
 
b. tanah kalompoang/gallarang;   
c. tanah Adat; dan   
d. tanah gilirang.  
 
(6) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, 
pekarangan, kebun, dan sawah.   
(7) Borong lompoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
sebagaimana  tergambar pada Peta dalam Lampiran II I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dae 
rahini . 
Pasal 13 
 
(5) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) 
merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA Ammatoa 
Kajang yang tidak boleh diubah status penguasaan dan 
pemanfaatannya.  
 
(6) Hutan adat terdiri dari Borong Lompoa/hutan besar dan 
Palleko’na Boronga’/hutan kecil.  
 
(7) Borong Lompoa mencakup seluruh sumberdaya alam dan 
sumberdaya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, 
satwa liar, danau, mata air, dan saukang.  
 
(8) Palleko’na Boronga’ terdapat di sepuluh lokasi yaitu Hutan 
Karenglohe, Hutan Kalimbuara, Hutan Barombong, Hutan 
Pudondo’, Hutan Buki’ Madu, Hutan Buki’a, Hutan Sangkala 
Lombok, Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong dan  
 
Hutan Bongki.  
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BAB VIII 
 
TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT 
AMMATOA KAJANG 
Pasal  14 
 
Tugas dan wewenang MHA Ammatoa Kajang  adalah: 
a.  mematuhi, menjaga, dan melestarikan pasang sebagai 
pedoman tatatan kehidupan masyarakat adat; dan  
 
b. menjaga kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan 
adat.  
 
BAB IX 
 
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA 
KAJANG 
 
Bagian Kesatu 
 
Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam 
 
Pasal 15 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas tanah-tanah, wilayah dan 
sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara 
turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang 
lain.  
 
(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun 
terkandung di dalam tanah.  
 
(3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, 
menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas 
dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang 
lain.  
 
Pasal 16 
 
(1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau 
bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang 
berlaku setempat.  
 
(2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat 
dipindah tangankan kepada pihak lain.  
 
(3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya 
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dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan 
proses yang ditentukan hukum adat.  
 
(4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah 
perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya 
dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan 
bersama berdasarkan hukum adat.  
Bagian Kedua 
 
Hak Atas Pembangunan 
 
Pasal 17 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak menentukan dan 
mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kebudayaannya.  
 
(2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak lain 
di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan 
pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah adat 
MHA Ammatoa Kajang terlebih dahulu harus memberikan 
informasi yang lengkap kepada MHA Ammatoa Kajang.  
 
(3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisikan 
segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta 
dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.  
 
(4) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA Ammatoa Kajang 
berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk 
pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan 
kebutuhannya.  
 
Bagian Ketiga 
 
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan 
 
Pasal 18 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak menganut dan 
mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang 
diwarisi dari leluhurnya.  
 
(2) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengembangkan 
tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk 
mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud 
kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan 
datang.  
 
(3) MHA Ammatoa Kajang berhak menjaga, mengendalikan, 
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melindungi, mengembangkan dan mangaplikasikan 
pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.  
 
 
Bagian Keempat 
 
Hak atas Lingkungan Hidup 
 
Pasal 19 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas lingkungan hidup yang 
sehat.  
 
(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang 
sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat 
berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 
akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.  
 
 
Pasal 20 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas pemulihan dan 
perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami 
kerusakan di wilayah adat.  
 
(2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat 
dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan 
pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA Ammatoa 
Kajang yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah 
mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup 
berdasarkan kearifan lokalnya.  
 
Bagian Kelima 
 
Hak Untuk Mengurus Sendiri 
 
Pasal 21 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri 
secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada 
secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang 
disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani 
urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-
urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan 
masyarakat adat dan haknya.  
 
(2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada 
masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak 
bawaan mereka.  
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(3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri 
sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), MHA Ammatoa Kajang berhak 
mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik 
dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana 
lain yang diperlukan. 
 
Bagian Keenam 
 
Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat 
 
Pasal 22 
 
(1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum 
adatnya.  
 
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam 
wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa 
Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan 
melalui sistem peradilan adat.  
 
 
BAB X 
 
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
Bagian Kesatu 
 
Tugas 
 
Pasal 23 
 
 
Pemerintah Daerah bertugas: 
 
a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan 
MHA Ammatoa Kajang secara partisipatif dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal;  
 
b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA 
Ammatoa Kajang dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan 
adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
 
c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan 
kepada MHA Ammatoa Kajang; dan  
 
d. melakukan pembinaan kepada MHA Ammatoa Kajang.  
 
 
Bagian Kedua 
 
Kewenangan 
 
Pasal 24 
 
Pemerintah Daerah berwenang untuk: 
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a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan 
MHA Ammatoa Kajang;  
 
b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan 
MHA Ammatoa Kajang;  
 
c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program 
pembangunan kepada MHA Ammatoa Kajang; dan  
 
d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA 
Ammatoa Kajang, dan memastikan bahwa perempuan dan 
anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan 
dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.  
 
 
BAB XI 
 
PENANGANAN SENGKETA 
 
Pasal 25 
 
(1) Dalam  rangka  penanganan sengketa  berkaitan  dengan  
pelanggaran  hak  
 
MHA Ammatoa Kajang yang diakui dalam dan melalui 
Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim 
Penanganan Sengketa yang bersifat ad hoc.  
(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sengketa antara MHA   
Ammatoa Kajang dengan pihak luar/pihak lain.   
(3) Tim  Penanganan  Sengketa  seb agai mana   dimaksud   pada   
ayat   
(1)ditetapkan melalui Keputusan Bupati.  
 
 
Pasal 26 
 
Anggota Tim Penanganan Sengketa seb agaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur: 
 
a. Perwakilan Pemerintah Daerah;  
 
b. Perwakilan MHA Ammatoa Kajang;  
 
c. Akademisi;  
 
d. Lembaga Keagamaan;  
 
e. Organisasi non pemerintah; dan  
 
f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.  
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BAB XII 
 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 27 
 
Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga 
diatas wilayah MHA Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB XIII 
 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 28 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan  Peraturan 
 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulukumba. 
 
Ditetapkan di 
Bulukumba  
pada tanggal 20 
November 2015  
BUPATI 
BULUKUMBA, 
 
 
 
MUH. YUSUF 
SOMMENG 
 
Diundangkan di 
Bulukumba pada 
tanggal 29 
Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA, 
 
 
 
A. B. AMAL 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015  
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NOMOR 9 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BULUKUMBA PROVINSI  SULAWESI SELATAN (9/2015) 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
 
NOMOR  ... TAHUN ... 
 
TENTANG PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN 
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT 
AMMATOA KAJANG 
 
 
 
I.  UMUM 
 
 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan 
masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut 
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di 
dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, MHA memiliki 
wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah 
hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, 
mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan 
masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan hukum 
adat setempat. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati 
kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Di Kabupaten Bulukumba, MHA Ammatoa Kajang 
merupakan salah satu komunitas adat yang tersisa dan 
keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih 
nampak hingga saat ini. Bahwa secara mitologi sejarah/asal-usulnya 
diawali dengan munculnya orang pertama di Suku Adat Ammatoa 
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yaitu Ammatoa yang dipercaya oleh masyarakat Kajang sebagai 
orang pertama yang diPasturunkan oleh Turiek Akra’na (Tuhan) ke 
dunia dimana tempat pertama kali diturunkan adalah daerah yang 
saat ini suku adat Ammatoa diami dan mereka percaya bahwa orang 
pertama tersebut diturunkan pertama kali sama seperti dengan nama 
tempat diturunkannya yaitu Tana Toa (tanah tertua). Ammatoa inilah 
yang kemudian menyebarkan segala pesan/tuntunan (Pasang) ke 
warganya dan telah diwariskan/dijaga secara turun-temurun hingga 
hari ini. 
 
Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga 
menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaaan 
dalam hal semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia 
yang bisa memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal 
tersebut bisa dialami oleh setiap orang ataupun komunitas, tidak 
terkecuali kepada MHA Ammatoa Kajang. Kita tentunya tidak 
menginginkan jika nilai-nilai luhur dalam Pasang ri Kajang yang 
selama ini dijalankan warga Ammatoa dan terbukti sangat bermanfaat 
bagi peradaban manusia ikut tergerus diakibatkan oleh ‘gempuran’ 
kemajuan dan kebutuhan manusia modern yang cenderung 
eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya. 
 
Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi 
yang memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA 
Ammatoa Kajang senantiasa berupaya melakukan pembinaaan dan 
penerangan bagi warga Ammatoa untuk tetap setia menjalankan nilai-
nilai positif yang terkandung di dalam Pasang. Salah satu langkah 
nyata yang dilakukan tersebut adalah dengan membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak 
MHA Ammatoa Kajang. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 
 
Pasal 1 
          Cukup jelas.   
 Pasal 2 
Huruf a 
 
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa 
menempatkan masyarakat hukum adat di Indonesia 
sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek 
utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak 
penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk 
mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh 
untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan 
menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas 
masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya 
yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula 
memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada 
Negara. 
 
Huruf b 
 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 
pengakuan dan pelindungan hak MHA tidak boleh 
direduksi menjadi benefit sharing, karena makna 
keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh 
seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi 
bias manfaat material atau ekonomi semata, namun 
mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik 
dan dihadapan hukum. 
 
 
Huruf c 
 
Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa 
keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek 
dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban 
tertentu terhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai 
warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang 
pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka 
sebagai bagian dari 
 
“bangsa dan tumpah darah Indonesia‟ terus meningkat; yang 
menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai 
unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang 
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memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan 
otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka. 
 
Huruf d 
 
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa 
tiadanya pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat 
pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem 
kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan 
bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai 
salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk 
menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih 
berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok 
maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam 
lingkup bangsa dan sebagai warga dunia. 
 
Huruf e 
 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah 
bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA 
harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
 
Huruf f 
 
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa 
pengakuan dan pelindungan MHA dilakukan dengan 
memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan 
kepentingan masyarakat dan Negara. 
 
Huruf g 
 
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” 
adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa 
nasib manusia sesungguhnya tergantung pada 
kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia 
berdiam dan hidup di dalamnya. 
 
Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal 
untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana 
bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif 
oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia 
untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan 
sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas. 
 
Pasal 3 
           Cukup jelas.  
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Pasal 4 
           Cukup jelas. 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 
 Pasal 6  
            Cukup jelas. 
 Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8 
 Cukup jelas. 
 Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10 
 
Ayat (1) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 Cukup jelas.  
Ayat (3) 
 
Berdasarkan petunjuk dalam Pasang ri Kajang, bahwa pada 
dasarnya daerah/wilayah adat Ipantarang Embayya atau 
 
Rambang Luara terdapat dua pandangan; Awalnya 
Ipantarang Embayya mencakup daerah yang disebut Sape, 
Solo, Kaili Salaparang (Semarang) hingga Ambon Ternate. 
Namun belakangan dipersempit yaitu hanya mencakup 
wilayah yang terdapat pada daerah Tanuntung, Tammatto, 
Buatana, Sangkala, Lombo. 
 
Ayat (4) 
 
Cukup jelas. 
 
          Pasal 11  
           Cukup jelas. 
 
          Pasal 12 
 
     Ayat (1) 
             Cukup jelas. 
       Ayat(2) 
    
Yang dimaksud dengan Tanah Kalompoang/Gallarang, adalah 
tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada 
pemangku adat, dan diperuntukkan sebagai sumber 
penghidupannya. Yang dimaksud dengan Tanah Gilirang 
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adalah tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara 
bergiliran oleh keturunan satu rumpun MHA. 
 
    Ayat (3) 
 
Yang dimaksud dengan lahan milik pribadi adalah lahan/tanah 
yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan 
kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang 
bersangkutan. 
 
 
 
 
 Pasal 13  
                 Ayat (1) 
                          Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 
Yang dimaksud dengan Saukang adalah tempat keramat 
untuk melaksanakan ritual adat, berbetuk makam dan/atau 
tempat-tempat lain yang bernilai khusus. 
 
Ayat (2) 
 
Di dalam Palleko’na Boronga’ umumnya terdapat Saukang 
sebagai tempat melaksanakan ritual adat yang memiliki nilai 
sosial dan spiritual. 
 
  Pasal 14 
 Cukup jelas.  
   Pasal 15 
 
Ayat (1) 
 
Yang dimaksud dengan “Mekanisme yang lain” adalah 
pemilikan yang tidak didasarkan secara turun-temurun tetapi 
menggunakaan mekanisme yang diakui oleh hukum adat, 
misalnya Tesang . 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 
                               Cukup jelas. 
 
                    Pasal 16 Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “bersifat komunal/kolektif” adalah hak 
untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam 
wialyah adat yang dimiliki lebih dari satu atau beberapa orang 
warga MHA  
Ammatoa Kajang. 
 
Yang dimaksud dengan “bersifat perseorangan” adalah hak 
untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam 
wialyah adat yang dimiliki oleh satu/setiap orang warga MHA 
Ammatoa Kajang. 
 
Ayat (2) 
        Cukup jelas.  
Ayat (3) 
        Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas 
 
Pasal 17 
  Cukup jelas.  
Pasal 18 
 Cukup jelas.  
Pasal 19 
 
Ayat (1) 
 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
 
Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan 
mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan 
intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, 
hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, 
seni visual, dan kesusasteraan. 
 
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
 Cukup jelas.  
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Pasal 24  
 Cukup jelas.  
Pasal 25 
 
Ayat (1) 
 
Yang dimaksud bersifat ad hoc adalah bahwa kepanitiaan 
atau tim yang dibentuk dimaksudkan dimaksudkan untuk 
salah satu tujuan saja, dalaam hal ini menangani 
permasalahan atau sengketa adat. 
 
Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Dalam keanggotaan Tim Penanganan Sengketa, unsur 
Perwakilan dari 
 
MHA lebih banyak dari unsur-unsur lain sebagai bentuk 
penghargaan dan perlindungan serta efektifitas komunikasi antar 
tim.  
Pasal 27  
Cukup jelas. 
 
Pasal 28  
Cukup jelas. 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR 9 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 
 
Wawancara dengan sekretaris kecamatan Kajang dan staf pendamping 
desa Tana toa, Bpk Andi Guntur Halilintar dan Nasir.Sh 
 
 
Wawancara dengan Kepala Desa Tana Toa yang juga merupakan Galla 
Lombo’, Salam.SIP  
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Wawancara dengan Galla Pantama, Jamaluddin Tambi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Hj. Mansjur Embas 
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat adat, Satriawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Kondisi Gerbang masuk Wilayah adat Ammatoa 
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             Kondisi Akses jalan masuk ke wilayah adat amatoa  
 
 
 
Kondisi pintu masuk Wilayah adat Ammatoa 
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